PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara Praperadilan

dalam lingkal perlama telah menjatuhkan putusan sebagal berikut dalam

perkara antara:

1, Nama lengkap : Agustinus Payong Boli;

2. Tempat lahir :  Waihelan;

3  Umurtanggal lshir @ 45 Tahun! tanggal 15 Desember 1878;

4 Jenis kelamin ¢ Laki-laki;

5. Kebangsaan :  Indonaesia;

B, Tempat tinggal . RT.01T7T/RW.005, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

7. Agama ¢ Katolik

8 Pekerjaan Pengacara,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yoseph Pelipi Dalon, 5.H., Ferlian
Belawa Hurint, S.:H., Hairun Hery Tokan, 5.H., dan Silvester Ola Suban, S.H.,
para  AdvokatPengacara dan  Konsuilan Hukum  pada  Kantor
Advokat/Pengacara 1Pl DATON, 5 H & ASSOCIATION, yang beralamal di
Kantor I: Lorong Santa Cruz, belakang Hotel Fortuna-2 Larantuka, Jalan Basuki
Ranhmat, Kompleks Gege, Kelurahan Waihali Larantuka, Kantor |l. Jalan
Simpang Oka, Wailolong, Kecamatan lie Mandii Kabupaten Flores Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09 SK-PID/YPD-ADVO 0572024
tanggal & Mei 2024 yang telah didafiarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Larantuka pada tanggal 13 Mei 2024 diregister Momor 223K/Pid Pra/2024/PN
Lri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Melawan

Kepala Cabang Kejaksaan MNeger Flores Timur yang beralamatl di Jalan
Adhyaksa, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten
Flores Timur, daiam hal ini diwakili oleh Cornelis 5. Cematan, 5.H., | Nyoman
Sukrawan, S.H., MH., Rian Prana Putra, S H., Yudha Wira Kusuma, S H,,
berdasarkan Surat Perintah Nomor Print-37/N.3.16.7/Fd 2/05/2024 dan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 vyang didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan MNegeri Larantuka pada tanggal 22 Mei 2024 diregisler Nomor
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28/SK/Pid Praf2024/PN Lr, selanjutnya disebul sebagai Termohon,

Pengadilan Negeri tersebut;

Selelah membaca penelapan Kelua Pengadilan Neger Laranluka
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Lrt tanggal 18 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Selelah membaca penelapan Hakim lentang har sidang,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yvang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dan memeriksa
Bukti surat yang digjukan ke persidangan,

Menimbang, bahwa Pemaohon melalui surat permohonan tanggal 15 Mei
2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negen Larantuka
register Nomor 1/Pid.Praf2024/PN Lr tanggal 18 Mei 2024, telah mengajukan
permoehonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
LANDASAN FILOSOFIS PERMOHONAN PRAPERADILAN
Bahwa harus dipahami bahwa landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukanlah
untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan
sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparal penegak  hukum
terhadap individu
Bahwa landasan filosofis lersebul didasarkan pada fungsi instrumentasi asas
legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam
batas-balas yang ditentukan oleh undang-undang aparal penegak hukum baleh
melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana
dengan letap merujuk pada due process of law yang berlaku universal
Bahwa disadari ataupun fidak bekerjanya hukum acara pidana, sedikit
banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena Seseocrang yang
dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa mulai dar
penggeledahan, penyitzan, pembiokiran rekening sampai pada penangkapan
dan penahanan padahal belum tentu hasil akhir dan proses tersebut akan
menyalakan bahwa lersangka bersalah.
Bahwa berdasarkan bekeranya hukum acara pidana yang demikian, sifat dan
karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifal Keresmian dengan
merujuk pada tiga postulat mendasar yaitu lex scrpfa yang berarli hukum acara
pidana haruslah terulis. fex cerfa yang berari hukum acara pidana harusiah
jelas atau tidak ambigu dan lex siricta yang berarti hukum acara pidana harus
ditafsirkan secara ketal.
Bahwa perlu dipahami dan diketahul pula, Iahirmya lembaga praperadilan
terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dan adanya hak Habeas Corpus
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Act dalam  sistern  peradilan  Anglo  Saxon, yang memberikan  jaminan
fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan, Habsas
Corpus Acl memberikan hak pada seseorang melalul sualu sural perintah
pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut
agar tidak melanggar hukum (legal) atau tegasnya melaksanakan hukum
pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku,

Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan

terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi

ketentuan-ketentuan hukum yang bedaku maupun jaminan hak-hak asasi

maniisia.

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X

Bagian Kesalu KUHAP, Bab Xl Bagian Kesalu KUHAP dan Putusan *

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIF2014, secara jelas dan tegas

dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan honizontal untuk menguji

keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (in casu

PenyelidikPenyidik maupun Penuntut Umum), sebagal upaya koreksi terhadap

penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang

dengan maksudfujuan lain di luar dari yang ditentukan secara legas dalam

KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi satiap orang

termasuk dalam hal ini Pemohon. Lembaga Praperadilan yang lerdapat di

dalam KUHAF identik dengan lembaga pre Iral yang terdapal di Amerika

Serikal yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya

menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus

selaiu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai

upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perindungan Hak

Asasi Manusia. telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang

huruf (&) dan (c) KUHAP dengan sendirinya juga menjadi spirit atau ruh atau

jimanya KUHAP, yang berbunyi:

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845 yang menjunjung tinggi hak
asasl manusia serla yang menjamin segala warganegara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan il dengan lidak ada kecualinya,”

b} "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian it oi bidang hukum
acara pidana adalah agar masyarakal menghayali hak dan kewsjfibarnya
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dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pare pelaksana penegak hukum
sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah legaknya
hukwm, keadifan dan perindungan ferhadap harkal dan martabal manusia,
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum
sesyal dengan Undang-Lindang Dasar 18457

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepainya pada

angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi.

“...Pambangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan,

agar masyarakal dapat menghayali hak dan kewsaibannya dan agar dapst

dicapal serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum
sesual dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearaly legak mantabnya
hukum, keadilan dan pedindungan yang merupakan pengayoman lerhadap
keluhuran harkal serta martabat manusia, keterdiban dan kepastian hukum demi
tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesual dengan Pancasiia

dan Undang-undang Dasar 19457

Bahwa permnohonan yang dapal digjukan dalam pemeriksaan praperadilan,

selain dari persoalan sah atau lidaknya penanagkapan. penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian danfatau
rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada lingkst
penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga dapat meliputi penetapan
lersangka, pengaeledahan dan penyitaan sebagaimana leruang dalam Amar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUL-XII2014 yang berbunyi:

1. Pagal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1887 lenlang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7987, Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3208)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahwrr 1945 sepanjang lidak dimaknal lermasuk penalapan lersangks,
penggeledahan, dan penyitaan,

2. Pasal 77 huruf & Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 lenlang Hukurm
Acara Pidana (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 1981, Nomoar
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) lidak
mempunyai kekuatan hukum mengikal sepanjang fidak dimaknai fermasuk
penelapan lersangka, penggeledahan, dan penyitaan,

| DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON
1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan lersangka, penanghkapan,

penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan
dengan meianggar peraturan perundang-undangan pada dasamya
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meiupakan suatu findakan perampasan hak asasi manusia. Menurul

Andi Hamzah (19B6:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan

peianggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyalaannya

penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum
internasional yang lelah menjadi International Customary Law

Qieh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap

kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik maupun penuntut

umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum
ditegakkan dan pedindungan hak asasi manusia  sebagai

tersangkaterdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuniutan, i

samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara

horizontal terhadap hak-hak tersangkafterdakwa dalam pemerksaan
pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAR). Berdasarkan pada nilai
itulah penyidik atau penuntut umum dalam  melakukan tindakan
penetapan  lersangka, penanakapan, penggeledahan, penyitaan,
penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip
kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Fidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyalakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus menurul cara yang dialur dalam undang-undang inl, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka;

b. Sah afau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi cleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.”

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang
dialur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihenlikan pada lingkal penyidikan alau penuntutan,
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. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat
menjangkau fakta perfakuan aparaiur penegak hukum yang nyala-nyata
merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang
bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari
Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat
diakomodimya mengenai sah lidaknya penetapan Tersangka dan sah
tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan
praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perakuan
sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan
dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah
sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara
mana pun apalagi di dalam sistern hukum common law, yang telah
merupakan bagian dar sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum
inilah yang menurut {aim) Satjipto Rahardjo disebut "tercbosan hukum®
{legal-breakthrough} atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan
menurut Mochlar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik kKarena
sesual dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik
itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan
peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan
demikian hukum bukan hanya meamiliki aspek normatif yang diukur dari
kepasliannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang
merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan
terkini

. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa pulusan pengadilan yang

memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga

praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan

tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

a. Putusan Pangadilan Megeri Bengkayang Nao.
01/Pid Prap/2011/PMN.BKY langgal 18 Mei 2011

b. Putusan Mahkamah Agung Mo. 88 PE/FIDVZ011 tanggal 17 Januari
22

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wa.
38/Pid.Prap/2012/Pn.Jki.Sel tanggal 27 november 2012

d. Putusan Pengadilan Megeri Jakarta Selatan Mo,
04/Pid Prap/2015/FN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
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e. Pulusan Pengadilan MNeger Jakarta Salatan M.
J&/IPid Prap/2015/Pn Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 dan lain
sebagainya

. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII2074

langgal 2B April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga
dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penelapan lersangka,
seperli pada kutipan pulusan Mahkamah Konslitusi No. 2 1/PUU-XIIV2014
sebagai berikut

Mengadili,

Menyatakan !

3 Mengabulkan Permohanan untuk sebagian |

. [dst]

. [dst]

J Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3209) berentangan dengan Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
lermasuk Penslapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan,

. Pasal 77 huruf a Undang-Undang NMomor 8 Tahun 1981 tentang
hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik indonesia lahun
1881, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan
dan Penyitaan,

. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 21/PUL-XIIF2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan
Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mangikal, maka sudah
tidak dapat diperdsbatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan
Putusan yang telah berkekuatan hukum lelap sejak diucapkan,

ALASAN PERMOHONAN PRAFERADILAN :

PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON

TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (ME) bermomor
21/PUL-X1/2014. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian
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permohonan  yang salah  satunya  menguji  ketenluan objek
praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan
inkonslitusional bersyaral lerhadap frasa “bukli permulaan”, “bukl
permulaan yang cukup”, dan "bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka
14, Pasal 17, dan Pasal 271 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai
minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a
KUHAF dinyalakan inkontilusional bersyaral sepanjang dimaknai
termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAFP tidak member penjelasan mengenai
batasan jumlah (alat bukii}) dar frasa “bukti permulaan”, “bukh
parmulaan yang cukup®, dan “bukti yang cukup” Berbeda dengan
Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vang mengatur secara jelas
batasan jumiah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa 'bukii permulaan’, 'bukti permulaan yang cukup’, dan 'buki
yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)
KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai
Paszal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali
tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan
tanpa kehadirannya (in absentia),”

4. Mahkamah menganggap syaral minimum dua alal bukti dan
pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan pedindungan
hak asasi seseocrang agar sebelum seseorang dilelapkan sebagai
tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini
menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik
terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pemah dilakukan
Pemeriksaan dalam kapasitas Pemochon sebagai CALON
TERSANGKA. Berdasar pada Surat Panggilan untuk perlama kall dan
satu-satunya oleh Termohon, yvakni melalui surat panggilan sebagai
Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor
SP.99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 Kepala Cabang Kejaksaan WNeger
Flores Timur di Waiwerang leranggal 07 Mel 2024 tidak pernah
membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka,

Akan tetapi Pemohon fangsung dipanggil sebagai Tersangka oleh
Temohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat
melakukan lklarifikasi lerhadap apa yang dituduhkan kepada
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Pemohon. Pemohon hanva diperiksa sebagai saksi unluk perkara
atas nama Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR dan YUVINIANUS
GELANG MAKIN, dimana perkara atas nama Terdakwa Yohanes
Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin kini masih dalam proses
pada tigkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap

6 Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstifusi (MK)
bernomor 21/PUU-XIV2014 Frasa 'bukti permulaan’, "bukli permulaan
yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Paszal
17, dan Pasal 21 ayal (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-
kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai
peméariksaan calon tersangkanya. Tidak pemah dilakukan oleh
Temohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan ME bersifat final
dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Pulusan Hakim Harus
dianggap benar) sera FPutusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku
umum}), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses
pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Jaksa Penyidik Pada
Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo telah pula dijadikan

dasar dalam pengambilan Pulusan Praperadilan di Pengadilan Negeri

Sleman melalui Putusan Nomor 11/Pid Pra/2022/PN.Smn. yang pada

halarman 40-41 dikulip sebagai berikut:

Menimbang bahwa syaral penelapan seseorang unfuk  dijadikan

Tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) atal bukli sebagaimana

diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengenai penetapan CALON

TERSANGKA memang fidak dialur dalam KUHAP, namun dengan

adanya pufusan Mahkamah Konstifusi No 21/FPUU-XIE2014 dimana

putusan tersebul menjelaskan penelapan Tersangka harus berdasarkan:

1. Minimal 2 (dua) afat bukli sebagaimana fermual dalam pasal 184
KUHAF dan,

2. Harus pula diserial dengan pemeriksaan calon fersangka.

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebul dialas maka

penetapan Pemohon sebagai Tersangka fidak sah menuruf hukum

karena fidak pemah difakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai
calon fersangka, dengan demikian pefitum point ke-2 mengenai
Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Sural keteiapan
Tersangka Nomor 5. Tap/174.a/AX/2022/ Ditreskrimum, 15 Seplember
2022, oleh Termohon adalah lidak sah menurul hukum pantas unbuk
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dikalwilkan,
Dengan demikian jelas findakan Termohon dengan atau tanpa

pemeriksaan calon tersangka merupakan lindakan yang tidak sah, dan
harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap din Pemchon

oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.
2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt

Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon,
bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh
Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh
Termohon kepada Pemaohaon dengan MNomor:
SP.99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 Kepala Cabang HKejaksaan Neger
Flores Timur di Waiwerang terlanggal 07 Mei 2024, Bahwa apabila
mengacu kepada surat panggilan tersebuf, lidak pemah ada surat
perintah penyelidikan kepada Pemohon, Padahal sesuai Pasal 1
angka 1 dan 4 Kilab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Termohon memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Bahwa hal ilu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut
Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan
thal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAF,
‘penyefidkan” merupakan lindakan lahap perlama permulaan
“penyidikan”.

Akan letapl harus dingal, penyelidikan bukan bindakan yvang berdin
sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan”. Penyelidikan merupakan
bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-
kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan
KUHAFP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau
sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu
penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan,
dan penyerahan berkas kepada penunlul umum,

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum
dilakukan findakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh
pejabal penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukh
permulaan” atau “bukti yang cukup® agar dapat dilakukan tindak lanjut
panyidikan, Mungkin  penyelidikan dapal disamakan dengan
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pengerfian “lindak pengusulan” sebagai usaha mencan dan
menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu penstiwa
yang diduga merupakan lindak pidana.

. Yahya Harahap (lbid, hal 102} juga mengatakan bahwa jika

diparhatikan dengan seksama, moblivasi dan lujuan penyelidikan,
merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk
tidak melakukan lindakan penegakan hukum yang merendahkan
harkat martabat manusia, Sebelum melangkah melakukan
pemeriksaan penvidikan seperi penanakapan atau penahanan, harus
lebih dulu berusaha mengumpulkan fakia dan bukti, sebagai landasan
tindak lanjul penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak
dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemahon.
Bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi hukum tersebut di alas,
yang kemudian dikaitkan dengan pristiwa hukum oleh Termohon,
dalam menetapakn Pemohon sebagai Tersangka, dimana terlihat
jelasTermohon hanya mendasarkan dan melakukan pengembangan
berkas pada perkara lain yailu | dalam perkara No 50/Pid Sus-
TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA TERDAKWA YOHANES PEHAN
GELAR dan Perkara MNo.51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA
TERDAKWA YUVINIANUS GELANG MAKIN.

Bahwa lindakan Termohon yang teiah mnetapkan Pemohon sebagai
Tersangka berdasarkan pengembangan berkas dan Tersangka lain
dalam berkas perkara yang berbeda adalah tidak sah Sebagaimana
berdasarkan Putusan MK No.21 Tahun 2014,

. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan

penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri
sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan Pemohon tidak
pemah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon,
maka dapat dikalakan peneiapan tersangka dengan atau tanpa sural
perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum,
untuk itu harus dibatatkan,

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON
SEBAGAI TERSANGKA
1. Bahwa Termohon dalam menelapkan tersangka dalam dugaan

Tindak Pidana Korupsi yang Kkini disangkakan kepada Pemohon,

sebagaimana yang diatur dalam :
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PRIMAIR . Pasal 2 Ayat (1), Jo Pasal 18 UU UU No 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang MNomor 20 Tahun 2001 Tenatang
Perubahan atas UU No.31 Tahun 1989 Tentang Pamberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayal (1) ke-1 KUHP,
SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18UU No.31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana lelah diubah
dengan Undang-undang Nemor 20 Tahun 2001 Tenatang Perubahan
atas Ul No.31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 12i Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 19989
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 20071 Tenaiang
Perubahan atas UU No.31 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, oleh Jaksa Pada Cabang Kejaksaan Negeri
Flores Timur Waierang kepada Pemohon, Termohon hanya berdasar
pada
— HKeterangan Saksi, yaitu 1 (satu) orang Keterangan saksi atas
nama Darius Norg Boh
- Fakta persidangan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim
dalam perkara No . No.50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS
NAMA TERDAKWA YOHANES PEHAN GELAR dan Perkara
No.51/Pid Sus-TPK/2023/PN Kpg ATAS NAMA TERDAKWA
YUVINIANUS GELANG MAKIN, yang mana dalam pertimbangan
hukum Majelis Hakim tersebut, kepada Pemohon bersama-sama
dengan Darius Nong Beli dan Andreas Pehan Lebuan dibebankan
secara bersama-sama untuk mengembalikan kerugian Negara.
Bahwa meskipiun keterangan saksi Darius MNong Boli dan
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di
atas, akan tetapi terhadap kelerangan saksi serta perimbangan
hukum lersebut di atas, oleh Yohanes Pehan Gelar dan
Yuvinianus Gelang Makin, masih melakukan upaya hukum yakni
pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Jakarla sebagaimana
dalam  Akta Pernyataan Kasasi No.11/Akta  Pid-Sus-
TPK/2024/PN.Kpg dan  Akia No. 12/Akia Pid-Sus-
TPK/Z024/PN.Kpg.
- Qleh karena perkara tersebul di atas, belum mempunyai kekuatan
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bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati,

. Demar Seno Adji menentukan prinsip Clegalty’ merupakan

karakterislik yang essentiesl, baik & dikemukakan oleh 'Rule of Law’
— konsep, maupun oleh faham ‘Rechistaat’ dahulu, maupun ocleh
konsep 'Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya
hukum Pidana secara refroaktif atau retrospective, larangan analogi,
berlakunya azas 'nullum delictum’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya
itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘legality’

Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata U=saha
Megara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di
maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaul
weweanang, mencampuradukkan weweanang dan bertindak sewenang-
wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar
wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan
tertentu.

Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan
petunjuk bahwa “pejabat pemerniah atau alat administrasi negara
tidak boleh bertindak atas sesuaty yang bukan merupakan
wewenangnya atau menjadi wewenang pejabal atau badan lain”.
Menurut Sjachran Basah “asbus de droit” (tindakan sewenang-
wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan lujuan di
luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapal ini
mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya
penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan
bagaiamana tujuan darn wewenang lersebul diberkan (asas
spesialitas).

. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diarfikan menggunakan

wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yanag
sepatutnya dilakukan sehingga lndakan dimaksud berentangan
dengan ketentuan Peraluran Perundang-Undangan. Penyalahgunaan
wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomaor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan disebutkan lentang syarat sahnya sebush Keputusan,
yakni meliputi .

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

— dibual sesuai prosedur; dan
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- substansi yang sesuai dengan objek Keputuzan
Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan
lersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur
menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang beraku,
6. Sehingga apabila sesual dengan ulasan Pemohon dalam
Permohanan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan
| Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurul keleniuan
hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurul Pasal 56 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemenntahan adalah sebagai benkut ;
» Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
yang tidak sah”
*» Keputusan yang tdak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 52 ayal (1) huruf b dan ¢ merdpakan
Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keupulusan
apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh
Termohon kepada Pemohon dengan menelapkan Pemohon sebagai
tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yvang tidak
benar, maka Hakim Pengadilan Neger Larantuka yang memeriksa
dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa
segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap
Femohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah
dan dapat dibatalkan menurut hukum.,

. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakia-fakta yundis diatas, Pemohon mohon

kepada Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeariksa dan mengadil

perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagail berikut .

1. mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan
Seluruhnya,

2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Fraperadilan
berdasarkan Sural Penetapan No [B-144/M.3.16.7/Fd.1/05/2024 adalah
Tidak Sah

3. Memerintahkan Termohon agar segera menghenlikan Perkara dugaan
Tindak Fidana Korupsi terhadap Pemohon dengan mengeluarkan surat
Penetapan Penghenlian Perkara {5p3)
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4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;
5. Membebani semua biaya yang timbul dalam perkara Praperadian ini
kepada Negara
Demikian Permohonana Praperadilan ini Kami Ajukan, .
PEMOHON, sepenuhnya memochon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim
Pengadilan Negeri Larantuka yang memerksa, mengadili dan memberikan
putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan,
kebenaran dan rasa Kemanusiaan.
Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa
Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex
aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada harl dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, untuk Pemaohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir
FUBsanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat pemmohonannya,
Pemohan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemochon membacakan
Permchonannya, Kuasa Pemohon menyalakan ada perubahan pada beberapa
bagian dalam permohonannya, untuk itu Hakim Praperadilan mengijinkan Kuasa
Pemohon unfuk merenvoi beberapa bagian yang hendak diubahnya,

Menimbang, bahwa terkait dengan pengajuan perubahan permohonan
yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dalam persidangan
secara lisan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon tersebut, Termahon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa pada Cabang Kejaksaan MNegeri Flores Timur di
Waiwerang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang
Kejaksaan Negerl Flores Timur di Waiwerang sesuai dengan Sural Perintah
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomor: PRINT-
3TN 16.T/Fd.2/056/2024, tanggal 21 Mei 2024, untuk mengikuli danfatau
menghadini sidang Praperadilan dalam perkara permohonan Praperadilan
Nomor: 1/Pid. Pral2024/PN Lrt tanggal 16 Februari 2024 di Pengadilan Negeri
Larariuka.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
atas berkat rahmat, taufik dan hidayahNya, kita masih diberi kesempatan untuk
hadir mengikuti persidangan pada hari ini. Semoga alas pertoloenganMNya melalui

Hafaman 17 darl 86 Putusan Praparadian Nomor 1/Pid Praf2024/PN, Lt

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

sidang Praperadilan ini akan diketemukan keadilan dan kebenaran yang dapat
memenuhi harapan Kita semua.

Mencermati permohonan Praperadilan dari Pemohon melalul Kuasa
Hukum Pemchon dengan alasan-alasannya yang tertuang dalam surat
permohonan Praperadilan tanggal 15 Mei 2024 yang terdaflar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Laranluka Register Perkara Nomor. 1/Pid Pra/2024/PN Lrt
tanggal 15 Mei 2024, maka kami selaku Termohon hanya akan menanggapi hal-
hal yang relevan serta sesual dengan ruang lingkup Praperadilan sebagaimana
dinyatakan Pasai 1 butir 10, Pasai 77, Pasal B1 Ayat (1) huruf b, Pasal 85 Ayat
(2) Undang-Undang Momor 8 Tahun 1381 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) serta peruasan lingkup Praperadilan  berdasarkan  Pulusan
Mahkamah Konstitusi Bl Nomer: 21U/PULXIN2014 tanggal 28 April 2015 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUL-XI1I1/2015 tanggal 11 Januari
2017,

Dalam KUHAP telah diatur secara limitatif mengenai kewenangan
Pengadilan Meger uniuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana
ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

"Praperadifan adalah wewenang Pengadian Negern unluk memeriksa
dan memulus menurul cara yang diatur dalam undang-undang ini, teniang :

a. Sah alau lidaknya suatu panangkapan dan atau penahanan alas permintaan
Tersangka alau keluargannya atau pihakiain alas kuasa Tersangka ,

b. Sah atau lidaknya penghentian Penyidikan alau penghentian penuniutan alas
permintaan demi tegaknnya hukum dan keadian |

c. Perminfaan ganli kerugian atau rehabilitasi ofeh Tersangks alau
keluargannya alau pihak lain slas kuasannya yang perkarannys [idak
diajukan ke pengadifan.”

Selanjutnya Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa “Pengadilan Negen
berwenarg unluk memernksa dan memulus, sesuai dengan yang dialur dalam
undang-undang ini mengenai ;

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, panahanan, penghentian Penyidikan
alau penghentian penuntulan |

b. Ganli kerugian dan alau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
dientikan pada fingkat Penyidikan atau penuniutan.”

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi Rl memperluas  lingkup
kewenangan pemernksaan Praperadilan selain yang diatur dalam Pasal 77
KUHAP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Momor: 21PUL-XIIF2014 tanggal 28 Apnl 2015 yang melpull penelapan
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Tarsangka, penggeledahan dan penyitaan. Selanjulnya berdagsarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomaor: 130/PUU-XIII2015, tanggal

11 Januarl 2017 juga memperiuas lingkup Kewenangan pemeriksaan

Praperadilan meliputi penyerahan SPOP dari Penyidik kepada Terlapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77, Pasal 81 Ayat (1)
huruf b, Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perluasan lingkup Praperadilan
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor: 21/PUU-XIIF2014,
tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 130/PUU-
AINF2015, tanggal 11 Januari 2077 tersebut di atas sesungguhnya telah memuat
relenluan yang cukup jelas sehingga lidak berdasar untuk menafsirkan lagi
bunyi Pasal, maupun putusan yang sudah jelas baik melalui penafsiran secara
ekstensif maupun penafsiran lainnya,

Bahwa batasan wewenang Praperadilan yang disebutkan secara jelas
dan limitatif dalam KUHAF dengan periuasan berdasarkan Pulusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XIIV2014 dan Nomar: 130/PLILI-
X2015, sampai saal ini masih tetap dianut oleh Mahkamah Agung Rl, hal
mana dapat dilihat dalam Buky FPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengaditan Dalam Empat Lingkup Peradifan (Buku Il Edisi 2007 halaman 256-
258), yang menyebutkan bshwa Fraperadilan adalah wewenang Pengadilan
Negerl unfuk memenksa dan memulus.

1. Sah atau tidaknya suatu penargkapan atau penabanan,

2. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan alau penghentian penuntutan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan
Megeri (Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP);

4. Sah atau tidaknya penyilaan barang bukli {Pasal B2 Ayat 1 huruf b KUHAP),

Bahwa hakikat lembaga Praperadilan memang merupakan sarana
pengawasan horzonlal terhadap lindakan upaya paksa yang dilakukan oleh
Penyidik ataupun Penuntut Umum, namuan dalam rangks iu #daklah dibenarkan
embaga Fraperadifan  melanggar  kefenfuan  Undang-Undang  dengan
mafampaui batas kewenangannya, karena findakan yang demikian mengarah
pada indakan yang sewenang-wenang.

Sebagai bagian dari Aparatur Penegak Hukum yang merupakan
representasi dari kepentingan publik di bidang pemberantasan korupsi, kami
Termohon Praperadilan dalam perkara ini yakin dengan seyakin-yakinnya,
bahwa Yang Muka Hakim Praperadilan dalam perkara ini yang juga menjadi
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bagian dari representasi keseluruhan Lembaga Pengadilan, tetap “arif” dan
“bijaksana’ sehingga tidak akan membiarkan forum pengadilan yang terhormat
ini mengabulkan permohonan dari Pemohon yang berusaha menghindari proses
hukum yang sedang menderanya, dengan bersembunyi dibalik dalil-dalil hukum
dan hak-asasi manusia yang seolah-olah sah melalui lembaga Praperadilan
yang terhormat ini. Kami Termchon Praperadilan dalam perkara ini percaya
dengan sepenuh hali, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan lelap menjaga
marwah sebagai insan terpelajar di bidang hukum, sehingga tidak akan
terpengaruh dengan segala kepiawaian Pemohon menggunakan argumen-
argumen hukum yang seclah-olah reasonable ataupun beralasan, namun
demikian sejatinya, berusaha menyelundupkan hukum dengan memaksa
memasukkan pembuktian tentang penetapan Tersangka dalam skema ruang
lingkup Praperadilan ini. Kami Termohon Praperadilan juga sepenuhnya
parcaya, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan akan tetap menjaga ketulusan
hati nuraninya untuk menjadi Pengayom dan menjaga marwah Pengadilan
sebagai benteng terakhir keadilan, yang mampu merawat moralitas publik dan
mampu memperahankan pengadilan sebagai tempal perlindungan bagi
pejuang keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian
kami yakin, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan lidak akan membiarkan
pejuang-pejuang hukum dalam pemberantazan korupsi dilucuti keberaniannya
secara paksa melalui cara-cara yang bersembunyi di balik dalih perjuangan hak
asasi manusia, atau menyediakan surga bagi pelaku  penyalahgunaan
kewenangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
dinyatakan bahwa pemeriksaan Fraperadilan terhadap permohonan tentang
tidak sahnya penetapan Tersangka hanya meniai aspek formil, yaitu apakah
ada paling sedikit 2 {dua) alat bukti yang sah dan tidak masuk materi perkara.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pada Jawaban Termohon atas Permohonan
Prapedilan Pemchon ini, Termohon hanya akan menanggapi hal-hal mengenai
yuridis formil penetapan Pemohon sebagai Tersangka saja dan menyampingkan
serta tidak akan menanggapi hal-hal yang telah masuk kedalam pokok Perkara:

Bahwa menurut Termohon setelah membaca dalil permohonan Pamohon
melalui Kuasa Hukum Pemaohaon, dari semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon,
tidak ada salupun dalil yang memenuhi Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77
KUHAP maupun sesuai dengan perluasan lingkup Praperadilan sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Momor: 21/PUU-XIIF2014 tanggal 28 April
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2015 dan Nomor. 130/PUU-XNI1/2015 tanggal 11 Januari 2017, artinya materi
gugatan yang diajukan oleh Pemohon sudah berada diluar objek Praperadilan
dan telah masuk kedalam pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1
butir 10 KUHAP, Fasal 77 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi R
Momor: 21PUU-XIIZ2014 tanggal 2B April 2015 dan Nomor: 130/PUU-XIII2015
tanggal 11 Januari 2017. Walaupun demikian akan kami menanggapi beberapa

dalil Pemohon sebagaimana kami uraikan di bawah ini.

TANGGAPAN ATAS ALASAN FERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dalam pemmohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon yang
kami tenma berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Praperadilan untuk
Termohon Momor 1/Pid.PrafZ2023/FN Ll pada har Senin Tanggal 20 Mei
2024, Pemohon telah mengajukan berbagai alasan yang tidak terstruktur
dengan mengulang-ulang uraian vang sejenis yang justru mendgaburkan
substansi dalil yang disampaikan yang mana hal tersebul menandakan
sikap ketidak-profesional dalam permohonan & guo.

Bahwa yang menjadi obyek permohonan Praperadilan yang digjukan
oleh Pemohon adalah lidak sahnya penelapan Tersangka dengan
mengemukakan berbagai alasan. Bahwa untuk lebih efektifnya dalam
memberikan jawaban kami pihak Termohon merangkum pokok-pokok
pemohonan dari pihak Pemohon yaitu sebagai berikut:

a. Tentang Permohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka,

b. Tentang tidak permnah ada penyelidikan atas diri pemohon,

c. Tentang Termohon Tidak Cukup Bukli Dalam Menetapkan Pemohon
Sebagal Tersangka Dan Penetapan Tersangka Merupakan Tindakan
Kesewenang-VWenangan,

Dengan mencermati  seluruh  alasan atau  dall  Pemohon
Praperadilan tersebut di atas, maka Termohon akan membantah semua
pendapat, dall, tuntutan dan segala sesuatu vang dikemukakan oleh
Pemohon dalam Sural Permchonan Praperadilan tersebut, terhadap
alasan-alasan permchonan di atas, maka Temmohon membantah dalil
Pemohon dengan alasan sebagail berikul:

a. Tentang Pemohon Tidak Pernah Dipenksa Sebagai Calon Tersangka

Terhadap alasan-alasan permohonan di atas, maka Tenmohon
membantah dalil Pemechon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemerksaan balk dalam pemeriksaan di
Penyelidikan maupun Penyldikan tidak mengenal yang namanya
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pemeriksaan Calon Tersangka, yang dimana dalam proses penyelidikan
maupun Peryidikan hanya disebut sebagai pemerksaan terhadap
saksi, Ahli maupun pemeriksaan lerhadap Tersangka, yang mana seliap
pemeriksaan yang dilakukan selalu dibuatkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan/BAP (Saksi, Ahli, mauvpun Tersangka), dan alasan atau
dalil dari Pemohon perihal Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai
Calon Tersangka adalah sesuatu pendapal alau pemikiran yang kelfiru
dan tidak berdandaskan peraturan yang berdaku, yang dimana pada
intinya Pemohon mefalui kuasa hukum  dar  Pemohon  hanya
menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan Pulusan Mahkamah
Konstitusi Nomar. 21/PUU-XIII2014, tanggal 28 April 2015, yang isinya
tidak disampaikan secara jelas dan lengkap ofeh Peamohon, sehingga
dall dan Pemohon melalul kuasa hukum dar Pemohon cendrung
berupaya mengaburkan isi dari putusan maupun aturan yang ada, yang
dimana berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konsfitusi Nomeor: 21/PUU-XI2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98
yang berbunyi: “menurul mahkamah agar memenuhi asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana aitenfukan dalam Fasal 280 Ayat (1) UU
1845 serla memenuli asas Lex certa dan asas Lex stricta dalam hukum
piclana maka frasa "bukli permilaan” bukli  permulaan yang cukup
dan “hukli yang cukup® sebagaimana diteniuskan dalam Pasal 1 angka
14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus diftafsirkan sekurang-
kurangnya dua afal bukli yang termual dalam Pasal 184 KUHAFP dan
diserfal dengan pemerksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap
lindak pidana yang penelapan Tersangkanya dimungkinkan ditakukan
tanpa kehadirannya fersebul (in absentia). Artinya, terhadap findak
pidara yang penelapan Tersanghkanys dimunghkinkan dilskukan tanpa
kehadirannya tersebut tidak diperiukan pemernksaan Calon Tersangka,
dan contoh tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan
dilakukan tanpa kehadirannya tersebut adalah Tindak Fidana Komupsi,
namun demikian apabila Penyidik menemukan bukli-bukli permulaan
vang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana, maka Penyidik
tentunya tlidak boleh ragu sedikitpun melaksanakan tugas dan
wewenangnya untuk menentapkan seseorang sebagal Tersangka.
Bahwa alasan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, merupakan
dalil yang mengada-ada dan tidak berandaskan fakla, mengingal
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sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada
perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa
lahun 2018 dan 2018 di Kabupalen Flores Timur, Termohon sudah
melaksanakan serangkaian proses Penyelidikan maupun Penyidikan
lerhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa
tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut, yang
berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan
Megeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor; P-01/N. 3,16 7/Fd . 1/06/2022
langgal 08 Juni 2022 (Bukti T-2), sehingga Termchon dalam proses
penyelidikan  tersebut  tidak dibatasi slapa-siapa  saja  Calon
Tersangkanya, sehingga apabila dilakukan pengembangan Penyidikan
pada seorang Tersangka baru selama masih terkait dan dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sisiem Informasi Desa tahun
2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka merupakan satu-
kesatuan hasil Penyelidikan berdasarkan Sural Perintah Penyelidikan
tersebut di atas yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa luduhan
Pemohon Permohonan Praperadilan mengenai Pemohon tidak pemah
diperiksa sebagail Calon Tersangka dan lidak pernah ada penyelidikan
atas dii Pemohon adalah bukti ketidakpahaman FPemohon serta
kecerobohan/ketidakhati-natian Pemohon dalam menyusun
Permohonan Praperadilan a guo khususnya mengenai tata prosedur
penyalidikan dan Panyidikan yang Termohon lakukan, karena Pemaohon
sudah dilakukan pemeriksaan sebanai saksi pada proses Penyelidikan
maupun Penyidikan yang dimana tidak mencantumkan nama Calon
Tersangka pada proses tersebut sebagaimana pada Surat Perintah
Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Neger Flores Timur Di
Waiwerang Momor, P-01/N.3.16.7T/Fd.108/2022, tanggal 29 Agustus
2022 (Buktl T-3) Jo MNomor. P-01/MN3 16 7/FdAN02022, tanggal 17
Oktober 2022 (Bukti T-6) yang masih Penyidikan Umum yang dimana
Pemahon diperiksa statusnya masih sebagai Saksi karena masih datam
proses mencan dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk
menetapkan seseorang yang awalnya merupakan seocrang Saksi dapat
dijadikan sebagai Tersangka apabila Penyidik sudah memiliki sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukli sebagaimana alat bukti yang lerdapal pada
Pasal 184 Ayal 1 KUHAP, jadi dalam proses pemeriksaan lidak
mengenal perihal permeriksaan Calon Tersangka, yang ada adalah
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pemeriksaan lerhadap Saksi, Ahli dan ataupun Tersangka, jadi lidak

pemah adanya pemeriksaan terhadap Calon Tersangka. Sehingga dalil

Penasihal Hukum Pemohon disini ldaklah berdasar perihal Gidak

pemahnya Termohon diperiksa sebagai Calon Tersangka.

Bahwa dalam pemerksaan baik dalam pemeriksaan di
Penyelidikan maupun Penyidikan tidak mengenal yang namanya
pemeriksaan Calon Tersangka. Penyelidikan yang mana lidak
menyebutkan nama Tersangka siapapun ataupun tidak menyebut nama
Calon Tersangka siapapun dan hanya menyebul yang lerperiksa
tersebut sebagai Saksi, yang dimana Termohaon selaku Penyidik telah
memeriksa Pemohon sebagai saksi sebelum dilakukannya penetapan
Tersangka oleh Termohon, yang mana pada faktanya Pemochon yakni
Agustinus Payong Boli lelah kami Penyidik pada Cabang Kejaksaan
MNegeri Waiwerang sudah dilakukan Pemeriksaan Pemochon sebagai
sarsi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu,

1. Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, di Kantor
Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, dengan
Berita Acara Pemerksaan/BAFP Saksi (Bukti T-32) berdasarkan
Surat Panggilan Saksi Momor, SP-126/MN.3.18.7/Fd 11172022,
tertanggal 11 November 2022 (Bukti T-31); dan

2. Pemeriksaan pada hari Senin, langgal 28 Aguslus 2023, di Kantor
Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka, dengan Berita Acara
Pameriksaan/BAP Saksi (Bukti T-71), berdasarkan Surat Panggilan
Saksi Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd 1/08/2023, terlanggal 25 Agustus
2023 (Bukh T-70).

Bahwa pada pemerksaan kedua terhadap Pemohon Agustinus Payong

Baoli juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Yoseph Pelipi

Daton, S H. yang dimana pada saat ini juga dirnya selaku Kuasa

Hukum Femohon Agustinus Payong Bell pada Sidang Praperadilan inl.

Oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut di atas merupakan
fuduhan tidak berdasarkan fakia dan tidak mempunyai landasan yuridis,
dan dalii Pemchon sudah berada diluar objek Praperadilan, maka
haruslah dalil-dalil tersebut ditolak.

b. Tentang Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohaon

Terhadap alasan permohonan di atas, maka Termohon membantah dalil
FPemohon dengan alasan sebagal berikut.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik
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Indonesia Momor & tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disebut “KUHAP"), yang dimaksud dengan Penyelidikan
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP
yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian Tindakan
Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini untuk mencarn serta mengumpulkan bukli yang terjadi dan
guna menemukan Tersangkannya.

Bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam buku "Hukum Acara Pidana”
{2007) pada halaman 56, fungsi dilakukan penyelidikan adalah sebagai
perdindungan dan jaminan hak asasi manusia terhadap pihak-pihak
terkait dalam suatu peristiwa pidana. mengingat tidak semua peristiwa
yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana, terlihat jelas bentuknya
bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan
hakhal tersebut di atas, penyelidikan merupakan tahapan penting
sebelum memulai tahapan Penyidikan suatu tindak pidana sehingga
adalah tidak mungkin Termochon selaku Penyidik tidak melaksanakan
tahap penyelidikan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku guna
menemukan suatu peristiwa pidana dalam perkara Tindak Pidana
Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2013 di
Kabupaten Flores Timur,

Bahwa alazan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan babwa
tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemmohon, merupakan daiil yang
mengada-ada dan tidak berlandaskan faklta, mengingat sebelum
Temohon menstapkan Pemohon sebagai Tersangka pada perkara
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018
dan 2019 di Kabupaten Flores Timur dan dengan kata lain Pemchon
yang diwakili kuasa hukum Pemohon tidak memahami dan mengerli
proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang dimana
Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan®
sebagai usaha mencari dan menemukan jefak berupa kelerangan saksi
dan bukti-bukti suatu peristwa yang diduga merupakan tindak pidana,
sehingoa dalam Proses Penyelidikan khususnya untuk Perkara Tindak
Pidana Korupsi tidak mengenal adanya Penyelidikan terkhusus untuk
menyelidiki salah satu pihak saja, karena Penyelidikan memnipakan
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tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu penstiwa yang diduga
sebagal findak pidana, sehingga apa yang menjadi dall Pemohon
adalah suatu hal yang keliru apabila kami tidak pernah melakukan
Penyelidikan terhadap Pemohon yang terkait pada perkara Pengadaan
Sistam Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores
Timur, yang dimana Termohon sudah melaksanakan serangkaian
proses Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap Tindak Pidana
Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 20189 di
Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Qi Waiwerang Nomor:
P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022, tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2) dan Surat
Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Di
Waiwerang Nomor. P-01/N.3.16.7/Fd. 1/08/2022, tanggal 29 Agusius
2022 (Bukli T-5) Jo Sural Perintah Penyidikan Kepala Cabang
Feaksaan Negern Flores Timur D Waiwerang Nomor, P-
01/N.3 1B 7/Fd 71072022, tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-8) yang
disebut Penyidikan Umum dan Surat Penntah Penyidikan Kepala
Cabang Kejaksaan Negerl Flores Timur Di Waiwerang Momor: PRINT-
23/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024, tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82) yang disebut
Penyidikan Khusus, sehingga Termohon dalam proses penyelidikan
iersebut lidak dibatasi siapa-siapa saja Calon Tersangkanya karena
masih  disebut sebagai Saksi, sehingga apabila dilakukan
pengembangan Penyidikan pada seorang saksi yang dapat ditingkatkan
statusnya sebagai Tersangka, pada Pengadaan Sistem Informasi Desa
lahun 2018 dan 2018 di Kabupalen Flores Timur, maka merupakan
satu-kesatuan hasil Penyelidikan berdasarkan Surat Penntah
penyelidikan tersebut di atas yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga
argumentasi Pemohon bahwa Termchon tidak melakukan tahap
penyelidikan, merupakan Kekeliruan yang fatal yang mana hal lersebut
disebabkan ketidaktahuan Pemohen mengenai ketentuan yang berlaku
karena tidak satupun ketentuan wuridis formil dalam  peraturan
perundangan-undangan maupun Standar Operasional  Prosedur
Penyelidikan maupun Penyidikan yang berlaku dalam intansi Termmohon,
yakni dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur
mengenai Penyelidikan tidak mengenal adanya Penyelidikan terkhusus
untiuk menyelidiki salah satu pihak saja, karena Penyeldikan

merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
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yang diduga sebagai tindak pidana.

Bahwa mengenai materi hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh
Termohon adalah sama dengan materi hasil Penyidikan Termohon yang
mana hal tersebul merupakan materi pokok perkara sehingga tidak
periu disampaikan Termohon pada pemeriksaan perkara Praperadilan a
guo, akan ftetapi peru Temmohon sampaikan hasil Penyelidikan
berdasarkan surat perintah tersebut di atas menyatakan adanya sualu
tindak pidana, sehingga menurut Termohon telah cukup untuk
ditanjutkan ke tahapan Penyidikan guna mengumpulkan alat bukti untuk
membuat terang suatu tindak pidana serta melakukan penetapan
Tersangka dalam hal ini Pemohon, dengan memedomani ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan Standar Operasional Prosedur
yang berlaku, adapun dalam Intangl Termohon yakni Kejaksaan
Republik Indonesia, telah diatur format Surat Perintah Penyelidikan
maupun Penyidikan dalam Kepulusan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor: KEP-132/) A/M11/M1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak
Pidana sebagaimana diubah Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia KEP-518/A/J AN 1/2001.

Bahwa sehubungan dengan yurisprudensi tersebul di atas pula,
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Momor: Perja-
03G/AJAMDA2010 Tentang Tata Kelola Adminitrasi dan  Teknis
Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana lelah diubah
dengan Peratuan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. Pena-
D17/AMIAMDT2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung
Republic Indonesia Nomor. Perja-0389/AJAM0/2010 Tentang Tata
Kelola Adminitrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana
Khusus, diatur Penyidikan yang dilakukan Penyidik pada instansi
Kemaksaan Republik Indonesia ditakukan menjadi 2 (dua) tahapan, yakni
Fenyidikan dengan belum menyebul nama Tersangka (selanjutnya
disebut "Penyidikan Umum®) dan Penyidikan dengan menyebut nama
Tersangka (selanjutnya disebul "Penyidikan Khusus™), yang mana
dalam tahapannya setelah proses penyelidikan selesai dan berdasarkan
ekspose dengan pimpinan menyatakan sualu perkara  dinaikan
ketahapan Penyidikan vang apabila pada saat itu belum dapat
ditentukan nama Tersangkanya, dapal dilakukan Penyidikan Umum
terlebih dahulu guna mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk
digunakan dalam penelapan Tersangka kemudian dilanjutkan
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Penyidikan Khusus oleh Penyidik.

Bahwa selain itu sebaagai berdasarkan yurisprudensi pada Putusan
Praperadilan Pengadilan Negeri Sanana nomor register perkara
1/Pid Pra/2022/PN Snn dalam pertimbangannya hakim pada Alinea ke-4
halaman 34 dan 46 halaman putusan tersebul menyebutkan: “Bahwa
Penyidikan adalah domain Penyidik maka lerhadap leknisnya selain
mendasarkan kepada KUHAFP maks didasarkan pula pada peraluran
infenal masing-masing instansi Penyidikan, dan oleh karena Termohon
adalah Kejakssan maka lekhnis penyelidikan maupun Penyidikan

didasarkan pada Peraturan Kejaksaan ataupun Pelunjuk Teknis yang

dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung.” Berdasarkan yurisprudensi
tersebut, perlu dipahami oleh Pemohon perihal teknis Surat perintah
penyelidikan maupun Penyidikan lersebul merupakan
domainkekuasaan Termohon sebagal Penyidik.

Bahwa sehubungan dengan Sural Perintah Penyidikan Umum di
atas menimbulkan akibat hukum bahwa segala alat bukti yang berhasil
Temohon kumpulkan dalam Penyidikan Umum tersebut, merupakan
alat bukti yang ada dalam peristiva Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2018 di Kabupaten
Flores Timur yang bersifat umum dan tidak spesifik pada salah satu
atau lebih Tersangka saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat
pengembangan Penyidikan dengan menambah Tersangka baru
dikemudian hari, selama alal bukti pada Penyidikan umum tersebut
masih dipandang relevan dan menimbulkan keyakinan oleh Penyidik
uniuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka Calon
Tersangka baru tersebut dapat Termohon letapkan sebagai Tersangka
berdasarkan alat bukti tersebut. Yang kemudian setelah Termohon
menetapkan Tersangka, Temnochon melakukan Penyidikan Khusus
lerhadap Tersanghka tersebut dalam hal ini adalah Pemchon, sehingga
tahapan Penyidikan Umum dan Penyidikan Khusus merupakan satu-
kesatuan yang fidak dapat dipisahkan dalam proses Penyidikan yang
dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara Praperadilan a  guo,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan
MNegen Flores Timur Di Waiwerang Nomor: P-01/M.3.16.7/Fd.1/0872022,
tanggal 29 Agustus 2022 (Bukli T-5) Jo Surat Perintah Penyidikan
Hepala Cabang Kejaksaan Neger Flores Timur Di Waiwerang Nomor:
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P-01/MN.3.18.7/Fd. 1/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti T-8) yang
masih merupakan Surat Penntah Penyidikan Umum yang mana tidak
menyebutkan nama Tersangka siapapun alaupun lidak menyebul nama
Calon Tersangka sispapun, yang dimana Termchon selaku Penyidik
telah memeriksa Pemohon sebagai Saksi yang kemudian pemeriksaan
tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Pemenksaan Saksi
tertanggal 30 November 2022 An. Agustinus Payong Boli (Bukli T-32),
berdasarkan Surat Panggilan Saksi dengan Nomor. SP-
126/MN.3.16.7/Fd.1/11/2022, tertanggal 11 November 2022 (Bukti T-31)
dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 28 Agustus 2023 An.
Agustinus Payong Bali (Bukti T-71), berdasarkan Surat Panggilan Saksi
dengan Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023, tertanggal 25 Agustus
2023 (Bukti T-70). Bahwa dalam hal Penyidikan, Penyidik teiah
menentukan Pasal-Pasal yang diduga telah dilanggar oleh Tersangka
yakni Pemahon Agustinus Payong Boli, yang dimana dalam perkara ini
Penyidik telah menetapkan dan menjerat Pemohon sebagai Tersangka
dengan mengunakan Primair; Pasal 2 Ayat (1)} Jo. Pasal 18 Ayat (1)
hurut a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3] Undang-Undang Rl Nomor 31
Tahun 1898 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2007 Tentang Perubahan Alas Undang-Undang Rl Nomor 37
Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a
dan b, Ayat (2) dan Ayat (3} Undang-Undang BRI Momaor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana lelah di
ubah dengan Undang-Undang Rl MNomor 20 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1889 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP, lebih Subsidalr | Pasal 121 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b,
Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Momeor 31 Tahun 1999
sebagaimana lelah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.3d
Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan 2 (dua) orang
Tersangka lainnya An. Yohanes Pehan Gelar yang merupakan adik
kandung dari Pemohon dan Yuvinianus Gelang Makin pada perkara
yang sama dengan Pemohon Agustinus Payong Boli yakni perkara
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Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 20178 dan 2019 di Kabupalen
Flores Timur, yang mana Pemohon Agustinus Payong Boli juga
ditetapkan Pasal dengan Fasal yang sama, dan pada saatl ini perkara
lersebul sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung
Ri, yang dimana pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg (Bukfi
T-T68) dan putusan Nomor. 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12
Februari 2024, dalam perimbangannya, Majelis Hakim menyatakan
bahwa Pemochon adalah orang yang wajib bertanggung jawab untuk
mengganti kerugian negara sebesar Rp. 536.438.713,- {lima ratus figa
puluh enam juta empat ralus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga
belas rupiah), bahkan dalam Pertimbangnnya Majelis Hakim
menyebutkan bahwa Pemochon sebagai Penyandang Dana dan vang
merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan teribal langsung
pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa
tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut dan juga pada
Putusan Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggl Kupang Nomor. 10/Pid.Sus-TPEK2024/PT. Kpg (Bukti T-77) dan
MNomor, 11/Pid, Sus-TPK2024/PT.Kpg tanggal 02 Aprnil 2024 {Bukti T-87)
yang mana pada amar putusannya adalah menguatkan Pulusan
Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
Nomor: 50/Pid.Sus-TPE/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 {Bukti
T-76) dan Nomor. 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Februari
2024 yang dimintakan banding. sehingga Termohon mempercleh
keyakinan bahwa Pemohon perlu ditetapkan sebagal Tersangka
berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukli berdasarkan pada Pasal 184
KUHAP yang sudah Temnohon dapatkan sejak proses Penyelidikan,
Penyidikan, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
maupun pertimbangan hakim tersebut, sehingga Termohon menetapkan
Pemohon sebagai Tersangka, selanjutnya Termchon menetapkan
status Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan
Tersangka Nomor B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024
{Bukti T-B1) dan pengiriman Sural Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan Perkara Tindak Pidana Momor: B-148/N.3.18.7/Fd. 1/0572024
langgal 07 Mei 2024 (Bukti T-83), proses Penyidikan atas nama
Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang
Kejaksaan MNegen Flores Timur D Waiwerang Momor PRINT-
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23/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 (Bukli T-82).
Bahwa dengan adanya Pertimbangan Hakim pada Putusan
Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
Nomaor: 50/Pid. Sus-TPK/2024/PN Kpg (Bukti T-76) dan putusan Momor:
51/Pid. Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februar 2024 tersebut yang
dimana Pemohon Agustinus Payong Boli yang dimana dalam
pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah
orang yang wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara
sebesar Rp. 536.438.713 - (lima ratus liga puluh enam juta empat ratus
tiga puluh delapan rbu tujuh ratus tiga belas rupiah), bahkan dalam
Pertimbangnnya Majelis Hakim menyebutkan bahwa Pemohon sebagai
Penyandang Dana, sehingga diambil kesimpulan bahwa Pemohon
adalah orang yang turut serta dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten
Flores Timur sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1
KUHP yang telah Termobon juncto kan pada 2 (dua) perkara An
Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Terdakwa Yuvinianus Gelang
Makin, yang dimana Pasal 53 Ayal 1 ke-1 KUHP, disini berbunyi
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya.
Bahwa menurui Satochid Kartanegara penyertaan  atau
desineming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang
atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming
berdasarkan sifatnya terdini atas;
= Deesineming yang berdin sendir, yakni peftangaung jawaban darni
setiap peserta dihargai sendin-sendiri;

= [Deelneming yang tidak berdiri sendin, yakni pertanggungjawaban
dari peserta vang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang
fain.

Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Fasal

56 KUHP adalah sebagai berikut:

s Pelaku {Plegen, Dadern)
Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak
pidana. Sedangkan dalam ani luas meliputi keempat klasifikasi
pelaku Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan
perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut
serta melakukan dan yang menganjurkan.
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»  Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijk Dader}

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia

tidak melaksanakannya sendirl. Dia menyuruh orang lain untuk

melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak
akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai
pelakunya

« Turut Serta Melakukan (Medeplagen. Mede Dader)

Adalah mereka yang lkut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat

syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- Ada kerja sama sacara sadar dar setiap peserta tanpa perlu ada
kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasi
berupa tindak pidana; dan

- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisix untuk melakukan tindak
pidana.

Bahwa dari penjelasan lersebul dan Dberdasarkan Hasil
Penyelidikan, Penyidikan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli
dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugiaan Negara, alat bukli surat,
fakta-fakta persidangan, dan hasil pertimbangan Hakim dalam Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadiian Negern Rupang
Nomar: 50/Pid, Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024 (Bukti
T-76) dan Nomor: 51/Pid. Sus-TPK/2024/PN Kpg. tanggal 12 Februari
2024 maka Termohon berkeyakinan bahwa Tersangka yakni Pemohon
Agustinus Payong Boli patut diduga sebagai pelaku Penyertaan alau
Deelneming.

Bahwa dalam perkara ini penetapan Tersangka An. Agustinus
Payong Boli adalah berkaitan dengan perkara sebelumnya, yang mana
peran masing-masing Tersangka ini diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1
KUHP, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, sehingga
Penyidikan An. Agustinus Payong Boli, ini tidak perlu dilakukan
penyelidikan kemball karena sudah dilaksanakan olkeh Temmohon,
ditambah lagl dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan MNegeri WKupang Nomor  50/Pid.Sus-
TPKZ20Z24/FN Kpg (Bukbl T-76) dan Nomor 51/Pid.Sus-TPRZU24/PN
Kpg tanggal 12 Febreari 2024, yang dalam pertimbangannya
memasukan Pemohon Agustinus Payong Boli untuk bertanggung jawalb
atas kerugian negara yang dtimbulkan dalam perkara Pengadaan
Sistem Informasi Desa lahun 2018 dan 2019 di Kabupalen Flores
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Timur, dikarenakan dalam dakwaan perkara sebelumnya terhadap 2
{dua) Tersangka peran Pemohon dalam hal ini Tersangka Agustinus
Payong Boli sudah diuraikan secara jelas perbualan dan peranan
Pemohon dalam 2 (dua) perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa
lahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut yang telah
diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang dengan MNomor: 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 12
Februari 2024 (Bukti T-768) dan Putusan dengan Nomor. 51/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 yang jelas menyatakan
Pemohon sebagai pihak yang Bertanggung jawab untuk menggamt
kerugian Negara sebesar Rp. 536.438.713,- (lima ratus tiga puluh enam
juta empat ratus figa puluh delapan ribu fujuh ratus tiga belas Rupiah),
bahkan dalam Pertimbangnnya Majelis Hakim menyebutkan bahwa
Pemohon sebagal Penyandang Dana, yang dimana secara fidak
langsung Pemohon Agustinus Payong Boli merupakan pihak yang
paling bertanggung jawab dan terdibat langsung pada Perkara Tindak
Pidana Korupsi Pengadaan Sislem informasi Desa tahun 2018 dan
2019 di Kabupaten Flores Timur tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di alas, diketahui bahwa
proses Penyelidikan dan Penyidikan merupakan suatu proses penting
yang berkesinambungan guna mencarn dan mengumpuikan alat bukli
vang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Bahwa
oleh karena itu, sangatiah tidak mungkin Termohon selaku Penyidik
tidak melaksanakan tahapan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai
yuridis formil pada peraluran perundang-undangan yang berlaku serla
Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan yang
berdaku dalam internal Kejaksaan Republik Indonesia dan melakukan
penetapan Tersangka semera-merta tanpa didahului pengumpulan
bukli yang cukup yakni (minimal 2 alal bukll sebagaimana Pasal 183
KUHAPR).

Oleh karena dalil-dalii Pemohon ftersebul di atas merupakan
tuduhan fidak berdasarkan fakfa dan tidak mempunyal landasan yuridis,
maka harustah dalii-dafil tersebut ditolak.

c.Tentang Termohon Tidak Cukup Bukii Dalam Menetapkan Pemohon
Sebagal Tersangka Dan Penetapan Tersangka Merupakan Tindakan
Kesewenang-Wenangan
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Terhadap alazan permohonan di atas, maka Termohon membantah dalil
Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dimana Pemohon
menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka hanya berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang MNomor 50/Pid Sus-
TPK2024/PN Kpg (Bukli T-76), dan Pulusan Nomar. 51/Pid Sus-
TPK/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, dan Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:
10/Pid Sus-TPK/2024/PT Kpg tanggal 02 April 2024 (Bukti T-T7) dan
Putusan MNomor 11/Pid. Sus-TPK/2024/PT Kpg tanggal 02 April 2024
(Bukti T-87) saja adalah suatu tuduhan kelire dan tidak berdasarkan
fakta yang ada. Bahwa salah satu dalil dari Pemohon yang diwakili oleh
Kuasa Hukum Pemohon disini yang dimana berdasarakan kepada
Putusan  Mahkamah  Konsfifusi Republik Indonesia  Nomor
24PLIUXI2014, tanggal 28 Okfober 2014, halaman 98 menyatakan
"bukli permulaan, bukl permutaan yang cukup, bukli yang cukup”
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan
Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah ditalsirkan sekurang-kurangnya dua
alat bukti vang termuat dafam Pasal 184 KUHAP dan diserfal dengan
pemerksaan Caian Tersangkanya, kecuall lerhadap tindak pidana yang
penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya
lersebul {in abseniia)l. Arinya, lerhadap lndak pidana yang penefapan
Tersangkanys dimungkinkan dilakukan lanpa kehadirannya lersebut
fidak diperiukan pemeriksaan Calon Tersanghka, dan conloh lindak
pidana yang penetapan Tersanghanya dimungkinkan dilakukan tanpa
rkehadirannya fersebuf adalah Tindak Pidana Korupsi Perimbangan
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan Tersangka
disamping 2 (duaj alal bukti lersebut adalah untuk tujuan transparansi
dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang
ditelapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan kelerangan
yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah
ditemukan cleh Penyidik,. Namun apabila Penyidik menemukan bukti-
bukti permulaan yang cukup terhadap suatu dugaan tindak pidana,
maka Penyidik tenfunya tidak boleh ragu sedikilpun melaksanakan
lugas dan wewenangnya uniuk menentapkan seseorang sebagai
Tersangka. Bahwa berdasarkan penjelasan alal bukb di atas, bahwa
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Penelapan Pemohon Agustinus Payong Boli sebagal Tersangka
berdasarkan Surat Penetapan Tersangha Momor: B-
144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-81) adalah
sah menurut hukum,

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor; 25PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017
menyalakan “unsur merugikan keuangan negara lidak lagi dipaharmi
sehagai perkiraan (potential loss) namun harus benar-benar sudah
lenadi alau nyala (acfual loss) untuk dapst diterapkan dalam lidak
pidana korups. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas,
seorang Penyidik dalam meneniukan  “bukli  permulaan™,  "bukli
permulaan yang cukup”, "bukti yang cukup® sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP dapat
dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, serta didukung dengan
Perhitungan Kerugian Keuangan MNegara yang hitung oleh Ahli dari
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, terlebih lagi dalam
menentukan bukli permulaan yang cukup selalu dipergunakan uniui
pintu masuk bagi seorang Penyidik dalam menentukan sessorang
sebagai Tersangka".

Bahwa terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan cleh
Termohon  lerhadap  Tersangka AGUSTINUS  PAYONG  BOLI
(Pemohon) telah  dilaksanakan sesuai dan berdasarkan  hukum
sebagaimana dialur dalam ketenluan Pasal 1 Ayal 14 KUHAP yang
menyatakan "Tersangka adalah seocrang yang karena perbuatannya
alau keadsannya, berdasarkan bukli permulaan palul didugs sebagei
pelaku tindak pidana”. Dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka
leiah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan
Megeri Flores Timur Di Waiwerang  Nomor: PRINT-
23/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82). Bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat
dimaknal sebagai Pemohon akibal dar perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukfi
sebagaimana Pasal 183 KUHAP, patut diduga bahwa Pemohon
Agustinus Payong Boli sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa
lahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur

Babwa menurul DY, Wilanio dalam bukunya “Hukum Acara
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Praperadilan Dalam Teon dan Praktek: Mengurangi Konflik Norma dan
Kekelirvan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan™ (2019),
sifal hukum acara Praperadilan menggunakan sistem pembuktian
terbalik secara terbatas yang berarti beban pembuktian tidak semerta-
merta dibebankan ke Pemohon secam kesseluruhan, melainkan juga
dibebankan kepada Termohon (Penyidik/Penuntut Umum) umbuk
membuklikan sah alau lidaknya tindakan Termohon. Berdasarkan teon
lersebutl di atas, selain untuk menjawab tuduhan-tuduhan Pemohon
dalam Permohonannya, Termohon selaku Penyidik akan menggunakan
kesempatan pemeriksaan perkara Praperadilan a quo ini untuk
membuklikan bahwa lindakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka
oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum, dan telah
memenuhi minimal 2 (dua) alat bukli yang mana akan Termohon
uraikan sebagai bernkut:

Berdasarkan Putusan Mahkamah HKonstilusi Memor 21/PUU-
XI2014 tanggal 28 April 2015, disebutkan bahwa syarat Penyidik
menetapkan Tersangka haruslah disertai dengan sekurang-kurangnya
dua alal bukli yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAF dan
diserlai dengan pemeriksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap
tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan
tanpa kehadirannya (in absentia).

Bahwa dapat kami jelaskan adapun prosss terhadap Pemohon
ditetapkan sebagai Tersangka adalah sebagai berikut
1} Bahwa Termohon Sudah melaksanakan proses Penyelidikan

maupun Penyidikan terhadap Pemohon dengan rincian surat

perintah, laporan, atau berita acara sebagai berikut :

= Laporan Pengaduan Masyarakal alas dugaan penyalahgunaan
Dana Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa
Tahun Anggaran 2018/2019 tanggal 01 Juni 2022 (Bukti T-1);

= Surat Perintah Penyelidikan (P-2) Nomaor: P-
01/N.3.16.7/Fd. 1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2);

= Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019
di Kabupaten Flores Timur (P-5) tanggal 06 Juli 2022 (Bukti T-3)
sebagai laporan kepada pimpinan;

» Surat Perintah Penyidikan (P-8) Momor: P-
01/N.3.16.7/Fd. 1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 (Bukli T-4),
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selanjutnya  Termohon mengeluakan Sural  Perintah
Penyidikan (P-8) Nomor: P-01/N_3.16.7/Fd.1/08/2022 tanggal 29
Agustus 2022 (Bukti T-5),

e Sural Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak
Pidana (Pidsus-12) MNomor. SPDP-01/N.3.18.7/Fd.1/09/2022
tanggal 05 September 2022 (Bukti T-8);

= Berila Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem
Informasi Desa tahun Z018-2015 di Kabupalen Flores Timur
tanggal 04 Oktober 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten
Fhores Timur (Bukti T-7),

= Surat Perintah Penyidikan (P-8) Marmor P-
O1/N.3.18.7/Fd. /1072022 tanggal 17 Okiober 2022 {Bukti T-8),
Surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomaor: P-
01/N.3.16.7/Fd. 1/10/2022 tanggal 17 Okiober 2022 (Bukti T-8),

= Bernta Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem
Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur
tanggai 18 November 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten
Flores Timur (Bukti T-10);

e Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) Perkara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi terkait dalam Kegiatan/Pengadaan
Sistem informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores
Timur tanggal 03 Januari 2023 (Bukti T-11);

» Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem
Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur
tanggal 26 Januan 2023 di Kejaksaan Tinggi Musa Tenggara
Tinur (Bukti T-12);

« Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan'Pengadaan Sistem
Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores Timur
tanggal 30 Januar 2023 di Kejaksaan MNeger Flores Timur
{Bulkti T-13);

= Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem
Informasi Desa tahun 2018-2018 di Kabupaten Flores Timur
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tanggal 05 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
(Bukti T-16);

s Sural Penelapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar (Pidsus-
18) Nomor; TAP-01/N.3.16.7/Fd. 1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023
{Bukti T-18);

» Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara alas Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi
Deza Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2018 di
Kabupalen Flores Timur NomorITOA 152 HAPEN-KD/2022
tanggal 14 Juli 2023 (Bukti T-17);

s Sural Penetapan Tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin
(Pidsus-18) Nomor: TAP-02/M.3.16.7/Fd. 1/07/2023 tanggal 18
Juli 2023 (Bukli T-19);

o Surat Perintah Penyidikan An. Tersangka Yuwvinianus Gelang
Makin (P-8) Nomor: P-01/N.3.16.7/Fd. 1/10¥2022 tanggal 18 Juli
2023 (Bukti T-20);

» Sural Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak
Pidana An. Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-12) Nomor:
SPDP-01/N.3.16.7/Fd.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 (Bukti T-
21),

« Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus Penyidikan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Pengadaan Sistem
Informasi Desa (SID) AN. Tersangka Yuvinianus Gelang Makin
dan Yohanes Pehan Gelar tanggal 29 April 2024 di Kantor
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Bukti T-78);

« Berita Acara Expose Tindak Pidana Khusus perkara Tindak
Pidana Korupsi Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2018 dan
2019 di Kabupaten Flores Timur AN, Saksi Agustinus Payong
Boli tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-79);

« Surat Perntah  Penyidikan (P-8) MNomor:  PRINT-
23N 316.7/Fd. 10672024 tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-82),
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak
Pidana (Pidsus-12) MNomor B-148/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024
tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-83);

= Surat Perintah Penunjukan Penuniut Umiam untuk Mengikuti
Parkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16)
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Momor, PRINT-26/N.3.16.7/Fd 1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024
(Bukti T-84).

2) Bahwa Terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli telah dilakukan
Pemanggilan dan pemeriksaan secara patut dan berdasarkan
hukum oleh Termohon sesuail dengan bukti sebagai berikut:

# Surat Pemanggilan Saksi Agustinus Payong Boli, SH., M.H.,
M.IP. Nomor. SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022 tanggal 11
November 2022 untuk tanggal 16 November 2022 (Bukti T-31);

= Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, SH.,
MH., M.IP. tanggal 30 November 2022 (Bukti T-32);

= Surat Pemanggilan Saksi Agustinus Payong Baoli, S.H., MH.,
MIP. Nomor: SP-112/N.3.16.7/Fd 1/08/2023 tanggal 25
Agustus 2023 untuk tanggal 28 Agustus 2023 (Bukti T-70);

* Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, 5.H.,
MH., M.IP. tanggal 28 Agustus 2023 (Bukti T-T1);

= Surat Panggilan Saksi Agustinus Payong Boli, S H., M.H., M.IP
Nomor: SP-88/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 ianggal 03 Mei 2024
untuk tanggal 07 Mei 2024 (Bukti T-79),

e Sural Penetapan Tersangka An. Agustinus Payong Boll
(Pidsus-18) Nomor: B-144/N.3.16.7/Fd_1/05/2024 (Bukti T-81);

s Surat Panggilan Tersangka ke | An. Aguslinus Payong Boli
Nomor: SP-99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024
tanggal 07 Mei 2024 untuk tanggal 13 Mai 2024 (Bukti T-85);

= Surat Panggilan Tersangka ke Il An. Agustinus Payong Baoli
MNomor, SP-137/MN.3.16.7/Fd . 1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024
untuk tanggal 22 Mei 2024 (Bukti T-86).

3) Bahwa wuntuk menenlukan dapal atau lidaknya seseorang
ditetapkan sebagai Tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukii
yang sah dan sudah dialur dalam Pasal 184 Ayalt (1) KUHAF yang
menyebutkan yaitu:

1. Keterangan Saksi,

2. Keterangan AhB;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tesebut di atas,
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Termohon dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2018 di
Kabupaten Flores Timur, telah menenemukan alal bukli yang sah
berupa Keterangan para Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan
Pelunjuk terkait persesuaian dengan lerfadinya lindak pidana,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Keterangan Saksi
Termohon sudah melakukan pemanggilan  saksi-saksi
sebagaimana terlampir dalam daftar saksi yang diperiksa
dalam tahap Penyidikan dan telah menuangkannya dalam
Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam hal ini untuk keperluan
pembuktian kami lampirkan:

» Berila Acara Pemeriksaan Saksi atas AGUSTINUS PAYONG
BOLI (Bukti T-32):

= Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas AGUSTINUS PAYONG
BOLI (Bukli T-71);

e Benta Acara Pemeriksaan Saksi atas ANDREAS PEHAN
LABUAN (Bukti T-68);

= Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas DARIUS NO BOL
(Bukti T-66);

« Berita Acara Pemerksaan Saksi atas DAMIANUS DOS)
RES! (Bukti T-27});

= Berita Acara Pemerksaan Saksi atas BALTASAR RATU
BELAMANG KUMANIRENG (Bukti T-28);

» Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ALEXANDER LEMAK
SIRA(Bulkt T-29);

» Berila Acara Pemeriksaan Saksi atas BOMNEFASIUS
UREAMA BELANG (Bukti T-59);

= Berta Acara Pemerikzaan Saksi atas ARISTOMN KOLOT OLA
(Bukti T-26);

« Berita Acara Pemerksaan Saksi alas YOHANIS DJOMNG
(Bukti T-22);

= Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas VALENTINUS BASA,
BA (Bukti T-23);

« Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas MARIANUS NOBO
WATON (Bukti T-72);

= Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PETRUS KERA
KEWUAN S.S0s (Bukli T-73);

#» Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PIUS PEDANG MELAI
(Bukti T-30);

s Berta Acara Pemenkszan Saksi atas RUFUS KODA
TELUMA (Bukti T-68);

« Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas DARIUS DON BORUK
{Bukti T-51);

« Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PAULUS SONY SANG
TUKAN (Bukti T-52);

s Berta Acara Pemenksaan Saksi atas SYUKUR YAHYA
(Bukti T-33);
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Berila Acara Pemeariksaan Saksi atas USMAN ISMAIL (Bukli
T-34);

Berita Acara Pemerksaan Saksi atas LUKAS KOPONG
(Bukti T-44);

Benta Acara Pemeriksaan Saksi atas YOHANES LAMEN
LEIN (Bukti T-24);

EBerita Acara Pemeriksaan Saksi atas LASARUS KASIAN
ALIAS SARUS (Bukti T-40);

Benta Acara Pemeriksaan Saksi atas YOSAFAT ELLYGILS
WONY RAS LEWAR (Bukti T-53);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ROBERTUS DOWO
MAKIN (Bukti T-54);

Berita Acara Pemerksaan Saksi atas SIPRIANUS PATI
SEIRA (Bukti T-41),

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LAMBERTUS OLA
RAPOK (Bukti T-35);

Berita Acara Pemerksaan Saksi atas YAKOBUS BALA
TALAR (Bukti T-56);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas PETRUS SURAT AMA
(Bukti T-36);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas SABINUS MUBERA
KOLIN (Bukti T-80);

Berita Acara Pemerikaaan Saksi atas BERMAMDUS RIBUT
FATI (Bukti T-43);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas YOSEF LABA
FERNANDEZ (Bulkti T-47);

Eerta Acara Pemeriksaan Saksi atas JAMALLUDIN JOU
DASI (Bukti T-37);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ANSELMUS SILI (Bukti
T-45),

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas HENDRIKUS ORA
SUBAH (Bukti T-27),

Berita Acara Pemerksaan Saksi atas PETRUS PUDE (Bukti
T-68),

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas MATHIAS KOPONG
RAYA (Bukti T-49);

Berta Acara Pemeriksaan Saksi atas NATALIA LBA
ARAKIAMN (Bukti T-42);

Barita Acara Pemerikeaan Saksi atas BONEFASIUS
KOFONG MARAN (Bukti T-62);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas HEMDRIKUS BOL|
HAWAN (Bukti T-48);

Bernta Acara Pemeriksaan Saksi atas BERNADUS GELEUK
SUBAN (Bukti T-43);

Bernta Acara Pemernksaan Saksi atas LEOMARDUS LEIN
{Bukli T-67),

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas NIKOLAUS ARA
DEMON (Bukti T-38);

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas MARTINUS BATAN
BULIN (Bukti T-50);

Berta Acara Pemarksaan Saksi atas PETRUS HONG! (Bukt
T-486);
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» Berita Acara Pemeriksaan Saksi alas SUSANT!I MARIANTI
LELU BENGA (Bukti T-39);

» Berita Acara Pemerksaan Saksi atas ALEXISUS LADO
BELANG {Bukli T-63)

« Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas LAURENSIUS
MARIANUS NEGA HULER (Bukti T-64);

» Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas BENEDIKTUS BASA
JAWAN (Bukti T-81);

« Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas ANTOMNIUS DOWO
PIRAN (Bukti T-58).

2. Keterangan Ahli

Termohon sudah melakukan pemanggilan Ahli Perhitungan
Kerugian Keuargan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten
Flores Timur dan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan

dalam Berita Acara Pemerksaan Ahli ROMUALDUS L

WUNGUBELEN, SH., M.5i., CFrA (Bukli T-75) dan Berila

Acara Pemeriksaan Ahli MARTINUS IGO0 MADO, ST. (Bukti T-

74)

3. Sural

Termohon sudah melakukan penyilaan dari pihak-pihak yang

menguasai barang atau dokumen berdasarkan:

& Sural Pernntah Penyitaan (B-4) Mormor: P-
01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti
T-9),

= Penestapan Persetujuan  Penyitaan  MNomeor  WZ2E-
U3M79/HK 01/02/2022 tanggal 14 Februan 2023 (Bukti T-
15);

« Laporan Perselujuan  Penyilaan (B-2) Nomor  B-
52/N.3.16.7/Fd. 1/02/2023 tanggal 01 Februan 2023 Bukti T-
14},

» Laporan Hasil Perhitungan dari Inspektoral Daerah
Kabupalen Flores Timur lerkail Kegialan/Pengadaan Sislem
Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran
2019 d Kabupaten Flores Timur dengan  Nomor:
ITDA 1/52ALHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023 Hasil
dari Penghitungan Kerugiaan Negara yang dilakukan oleh
Ahli beserta Tim dari Inspekiorat Daerah Kabupaten Flores
Timur (Bukti T-17).

4. Petunjuk
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Bahwa Termohon telah mendapatkan Alat bukhi petunjuk yang
merupakan persesuaian antara keterangan saksi dan surat
{Vide Pasal 188 Ayat (1) KUHAP "Pelunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik
antara yang salu dengan yang lain, maupun dengan findak
pidana itu sendir, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya”).

Bahwa alat bukti petunjuk bisa digunakan ketika Hakim yang
mengadili perkara mencemmati adanya alat bukli petunjuk
dengan hati nurani serta menghendaki penggunaan alat bukti
petunjuk tersebut yang sesuai dengan Pasal 188 Ayat (3)
KUHAP. Milai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam
indak pidana umum adalah adanya perbuatan, adanya
persesuaian, adanya persesuaian yang menandakan adanya 2
{dua) hal kejadian atau keadaan, serta alat bukti petunjuk
hanya dapat dibentuk dengan menggunakan keterangan saksi,
surat, dan keterangan terdakwa. Alal bukli petunjuk harus
dibentuk melalui minimal dard 2 {dua) alat bukti yang lelah
digunakan dalam sidang sebelumnya. Alal bukli petunjuk,
hanya bisa dibentuk oleh hakim selelah memeriksa alat-alat
bukii atau seluruh aial bukti yang dalam artian bahwa alal buklti
petunjuk hanya dibentuk hakim melalui pertimbangan hukum
dalam putusan,

Bahwa berdasarkan Penjelasan di alas maka dari fakia-fakta
persidangan pade saal pembuklian dar alat bukti yang
dihadirkan di persidangan yang telah diperiksa maupun digji
sehingga menghasikan 2 (dua) Putusan pada perkara
sebelumnya yaity: perkara An. Terdakwa Yohanes Pehan
Gelar dengan Nomor S50PI.Sus-TPR2024PN  Kpg dan
perkara An, Yuvinianus Gelang Makin dengan MNomaor
51/Pid. Sus-TPK/2024/PN Kpg.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang sudah Termohon
sebulkan di atas dan juga berdasarkan Alat Bukti tersebut di atas, kami
selaku Termchon sudah meyakini bahwa dalam Proses Penetapan
Tersangka terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli sudah sesuai
dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berdaku, yakni
berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
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Nomor,  21/PUUXII2014, tanggal 28 Oklober 2014, halaman 98
menyatakan “bukli permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukli yang
cukup" sebagaimana yang ditenlukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17
dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya
2 (dua) alal bukli yang termual dalam Pasal 184 KUHAP dan diserlai
dengan pemenksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap lndak
pidana yang penelapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan lanpa
kehadirannya tersebut (in absentia), dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 14
KUHAP yang menyalakan "Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukli permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana Alat Bukli yang
sudah Termohon sampaikan di atas dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Termohon meyakini bahwa dalam
penetapan Tersangka terhadap Pemohon Agusfinus Payong Boli sudah
mermiliki 4 {ampatl) bukll permulaan berupa:

1. Keterangan Saksi;

2. Keterangan Ahii;

3. Surat;

4. Petunjuk.

Bahwa pada dasamya untuk menetapkan seseorang menjadi
Tersangka diwajibkan memenuhi persyaralan sekurang-kurangnya
minimal 2 (dua) alat bukfi, dengan demikian Temmochon dalam
menetapkan Pemohon sebagal Tersangka adalah 3Sah menurul
ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku,

Bahwa keadilan dalam pemberantasan korupsi, Sehingga dengan
demikian kami yakin, bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan tidak akan
membiarkan pejuang-pejuang hukum dalam pemberantasan Korupsi
dilucuti keberaniannya secara paksa melalui cara-cara yang
bersembunyi di balik dalih perfjuangan hak asasi manusia, atau
menyediakan surga bagi pelaku penyalahgunaan kewenangan. Oleh
karena itu, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah
sebagaimana syarat yang ditentukan oleh keteniuan peraturan
perundang-undangan, sehingga lelah beralasan hukum untuk Yang
Mulia Hakim Praperadilan wuntuk memutuskan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon tidak berdasar
dan menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima,
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Oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut di alas merupakan
uduhan tidak berdasarkan fakta dan tidak mempunyai landasan yuridis,
maka haruslah dalil-dalil lersebul ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil stau alasan-alasan yang telah
dikernukakan Temmohon di atas, mohon kiranya Hakim Tunggal yang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan a quo pada
Pengadilan Negeri Larantuka yang lelah berkenan membenkan pulusan
sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan untuk
saluruhnya,

2. Menclak Permehonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Penstapan Tersangka Pemchon An. Agustinus Payong
Boli berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Cabang
Kejaksaan MNegeri Flores Timur Di Waiwerang Nomor:. B-
144/N.3.16.7/Fd_1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 adalah Sah dan
Berdasarkan Hukum;

4, Menyatakan bahwa Penyidikan berdasarkan Sural Perintah
Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Megeri Flores Timur Di
Waiwearang Nomor. PRINT-23/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024, langgal 07 Mai
2024 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan
Sistem Informasi Desa Tahun Z018 dan 2018 di Kabupaten Flores
Timur adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan Praperadilan
kepada Pemohon.

Alau

Apabila Hakim Tunggal yang memernksa, mengadili, dan memutus
perkara Praperadilan & guo pada Pengadian Negeri Larantuka
berpendapat lzin, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Ef Bona),

Menimbang, bahwa terhadep jawaban Termohon, Pemohon telah
mengajukan tanggapan (replik) pada persidangan yang dilaksanakan pada hari
Selasa tanggal 28 Wei 2024, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut
Termohon telah mengajukan langgapan (duplk) pada persidangan yang
dilaksanakan pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, untuk
menyingkat pulusan ini replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini
dan terlampir dalam berkas perkara, namun dermikian repik dan duplik yang
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telah diajukan oleh para pihak akan tetap diperfimbangkan dalam pulusan ini,

Menimbang, bahwa untuk membuktkan dali-dalil permchonannya,

Pemohon lelah mengajukan bukli surat, berupa folokopl dan telah disesuaikan

dengan aslinya sebagai berikut:

Folokopl sesual dengan aslinya Sural Panggilan tersangka Nomor Sp-
99/N.3.16.7/Fd.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024, yvang ditandatangani oleh
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 1;

Folokopi sesuai dengan aslinga Surat Penetapan Tersangka Nomor, B-
144/N.3.16.7/Fd. 1/07/2025, tangaal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut dibari tanda P-2;

Fotokopi sesuai dengan aslinga MNota Dinas Kepala Cabang Kejaksaan
Megeri Flores Timur di Waiwerang Nomo: B-148/MN.3.16.7/Fd.1/05/2024,
langgal 07 Mei 2024, yang dilandatangani olzh Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi
tanda P- 3;

Folokopi sesual dengan aslinya Berita Cara Pemberitahuan dimulainya
Tindakan Penyidikan (SPDF) dan penyerahan sural Fenelapan Tersangka,
tanggal 18 Juli 2023 Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Yuvilianus
Gelang Makin, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-
4

Folokopi sesuai dengan aslinya Berita Cara Pemberilahuan dimulainya
Tindakan Penyidikan (SPDP) dan penyerahan surat Penetapan Tersangka,
tanggal 18 Juli 2023 Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Yohanes
Pehang Gelar, yang selanjutnya pada fotokopi bukt tersebut diberi tanda P
- 5,

Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Penyerahan DokumenkKepada
Tersangka Agustinus Payong Boli, tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya
pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 6;

Fotokopi sesual dengan aslinya Tanda terima Penyerahan DokumenKepada
Tersangka Yuvinianus Gelang Makin, tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya
pada folokopi bukti tersebut diberi tanda P-T7;

Fotokopl sesual dengan aslinya Tanda terima Penyerahan DokumenKepada
Tersangka Yohanes Pehan Gelar, langgal 07 Mei 2024, yang selanjutnya
pada fotokopi bukti tersebut diber tanda P- 8;
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Folokopi sesuai dengan aslinga Nota Dinas Kepala Cabang Kejaksaan
Megeri Flores Timur di Waiwerang Nomor: B-278/N.3.16.7/Fd.1/09/2022,
langgal 18 Jull 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Flores Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi
tanda P- 9,

Folokepi sesuai dengan aslinya Tanda terima Memori Kasasi Nomor
11/Akta Pid Sus-TPK/2024/PN Kpg atas nama Terdakwa Yohanes Pehan
Gelar, tanggal 30 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut
diberi tanda P- 10;

Folokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima Memor Kasasi Nomor
12/Akta. Pid Sus-TPK/2024/PN Kpg alas nama Terdakwa Yuvinianus Gelang
Makin, tanggal 30 April 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut
diberi tanda P- 11;

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Aguslinus
Payong Boli Nomor: B-33/N.3.18.7/Fd 2/10/2023, tanggal 31 Oklober 2023,
yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur,
yang selanjutnya pada folokopi bukti tersebut diberi tanda P - 12,

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus
Payong Boli Nomor.B-26/N.3.16.7/Fd.2/10/2023, tanggal 31 Oktober 2023,
yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur,
yang selanjutnya pada folokopi bukti tersebul diberi tanda P-13;

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus
Payong Boli Nomor: Sp-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023, langgal 25 Agustus
2023, yang ditandatangani cleh Kepala Cabang Kejaksaan Meger Flores
Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P- 14 ;
Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus
Payong Boli Nomor: Sp-88/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, yang
ditandatangani oleh Kepala Cabang Hejaksaan Negeri Flores Timur, yang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P - 15,

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi atas nama Agustinus
Payong Boli Nomor: Sp-126/N.3.16.7/Fd. 1/11/2022, tanggai 11 November
2022, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Neger Flores
Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P — 16;
Fotokopl sesuan dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-
OUN.316.7/Fd.1/07/2023, yang selanjutnya pada folokopi bukli tersebut
diberi tanda P- 17,
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— Faolokopi sesuai dengan aslinga Surat Perintah Penyidikan Momor Prin-

OUN3AETIFAAN0R2022, yang selanjuinya pada fotokopl bukti tersebut
diberi landa P- 18,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemchon melalui Kuasa

Hukumnya di muka persidangan menyalakan bahwa Pemohon bidak akan

mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa di samping bukti sural tersebul di alas, Pemohon

juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Dr. Aksi Sinurat, 5.H., M.Hum., dibawah janji pada pokcknya menerangkan
sebagai berikut:
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Ahli adalah Dosen Kilab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
akan menerangkan tentang prosedur seseorang bisa diletapkan menjadi
tersangka;

Bahwa ahli dihaditkan oleh Pemohon untuk memberkan pendapan
berkaitan dengan Penelapan Pemohon sebagai lersangka dalam kasus
korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2018 oleh
Termohon,

Bahwa sebelumnya Ahli sering dimintakan untuk memberikan pendapat
pada perkara korupsi dan lindak pidana biasa di Pengadilan Negeri
Kupang;

Bahwa 50 % ahli dimintai pendapal berkaitan dengan perkara
praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa seseorang sebelum menjadi lersangka, awalnya dilakukan
Penyelidikan dipanggil menjadi saksi yang saat itu belum disebut nama
tersangkanya selelah diperiksa dan ketika dari keterangan saksi-saksi
tersabut dimiliki sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukh yang
cukup sesuai pada 184 KUHAP maka saksi lersebul ditingkatkan
statusnya menjadi Tersangka;

Bahwa sesual Pasal 184 KUHAP menerangkan bahwa alat bukti yang
digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu;

= HKeterangan saksi;

« EKeterangan Ahli;

s Sural;

« Keterangan Terdakwa;

Bahwa menurut pendapal ahli sepanjang bukli sural berupa putusan
pengadilan yang digunakan pada perkara yang belum inkracht maka

-]’lih'l L
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bukli tersebut lidak berkualitas,

Bahwa sepanjang bukti surat tersebut kausalitas dan kualitas maka bukti
tersebut dapat digunakan namun harus ada keterangan lentang barang
bukli tersebut;

Bahwa sebelum ditetapkan menjadi tersangka kepada seseorang
awalnya harus dipangogil sebagal saksi dan selanjutnya dinaikan
statusnya menjadi Tersangka dan menurul pendapat Ahii bahwa bisa
ditetapkan pada hari yang sama dan juga bisa ditetapkan har yang
berbeda karena lidak ada KUHAP yang mengalur secara detail tentang
hal tersebut;

Bahwa uniux menelapran seseorang menjadi tersangka harus ada
keseimbangan yang melandasi Hak Asasi orang yang diduga tersebut,
Bahwa ketika seseorang belum diperiksa sebagai saksi, maka orang
tersebut tidak bisa dijadikan tersangka karena sudah tidak sesuai lagi
dengan KUAP,

Bahwa pertimbangan hukum dalam suatu putusan tidak bisa dijadikan
sebagai dasar letapl yang dijadikan sebagai dasar adalah Amar pulusan,
Bahwa unsur-unsur pelaku tindak pidana kejahatan sesuai pasal 55 ayat
1 ke salu adalah.

= Orang yang melakukan (Pleger),

« Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen},

= Orang vang turut melakukan {(medepleger).

Bahwa termohon berkewsjiban uniuk menjelaskan apa yang dilakukan
pemohon sehingga ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa saat itu belum ada nama tersangka karena saal Penyelidikan
Penyidik masih mengumpulkan bukt-bukti dan keterangan saksi dan
ketika telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti maka pada saat
penyidikan sudah disebut nama tersangka,

Babhwa menurul Ahli dasar aluran yang dipakal oleh Penyidik unluk
Fermyelidikan dan penyidikan tersangka akan diberi ruang dan jika bukti-
bukti ada hubungan kausalitas dengan dengan Pemohon maka menurut
Ahli Pemohon harus diperiksa ulang;

Bahwa menurut pendapat Ahli seharusnya kelika praparadilan masik
bersidang maka perkara pemochon dihentikan untuk sementara,

Bahwa menurut Pendapal ahli, Penyelidikan adalah serangkaian

tindakan penyelidik untuk mencarn dan menemukan suatu peristiva yang
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diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapal atau tidaknya
dilakukan penyidikan menurnut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian lindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukli yang dengan bukti ilu membual terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,
Bahwa saat Penyelidikan belurn bisa dicanlumkan nama lersangka
karena Penyelidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi
dan ketika telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukli maka pada saal
penyidikan sudah disebut nama tersangka;

Bahwa penyidik harus melihal apa bukli-bukli kualitas dan kausalilas atau
tidak;

Bahwa dalam praperadilan ini baru Ahli mengetahui bahwa ada
penyebutan calon tersangka tetapi dalam KUHAP pidana tidak ada calon
lersangka,

Bahwa perlu dilihat lagi apakah bukti tersebut ada kualitas dan kausalilas
tidak, kalau bukti tersebut lidak berkualitas maka bukii tersebut tidak
bermanfaat dalam pembuktian;

Bahwa menurul pendapal Ahli dalam amar pulusan perkara lain
menyatakan pemohon membayar kerugian Negara adalah bukti petunjuk
apabila putusan lersebul lelah Inkracht;

Bahwa secara formil Penyidik boleh melanjutkan proses penyidikan
meskipun perkara praperadilan masih bedangsung, tetapi menurut
pendapat Ahli bahwa penyidikan untuk sementara ditangguhkan;

Bahwa apabila penyidik kalah dalam perkara praperadilan, maka
tersangka harus dilakukan penyidikan ulamng;

Babhwa oleh karena perkara ini adalah perkama lindak pdana korupsi
namun kejadiannya dan pelakunya teradi di wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Larantuka, maka menurut pendapat Ahli Pengadilan Neger
Larantuka dapat menyidangkan perkara praperadilan tersebut;

Bahwa permohonan praperadilan dapai diajukan di tempal linggan
pemchon dan tempat kejadian perkara;

Bahwa kelika kelerangan saksi walau banyak orang juga tetap disebul
satu alat bukli namun ketika ditambah dengan bukti surat maka sudah
termasuk 2 alat bukti yang kausalitas;

Bahwa ketika Penyelidikan belum disebut nama fersangka karena
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Penyidik masih mengumpulkan alat bukfi,

- Bahwa untuk penyidikan telah disebut nama tersangka;

- Bahwa apabila pulusan tersebut belum inkracht maka menurut pendapal
Ahli bahwa bukti tersebut kurang berkualilas,

- Bahwa pandangan hukum yang sesuai dengan aluran yang berlaku
memberikan penghomatan kepada Individu sehingga tidak terkesan ada
pemaksaan,

-~ Bahwa menurut pendapat ahli, dari contoh kasus yang dijelaskan tentang
pembunuhan yang mana mayal dari korban dihanyutkan di sungai dan
baru ketahuan di sungai pada kota vang berbada, ahli berendapat bahwa
untuk kasus tersebut dimungkinkan dalam sural penyelidikan lidak
menyebul teraporicalon tersangkanya karena memang tidak ada
satupun saksi yang mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk membuklikan dalil-dalil sangkalannya
Termohon telah mengajukan bukli surat, berupa folokopi bermateral cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Folokopi sesual dengan aslinga berupa Laporan Pengaduan Masyarakal

atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Sistem

informasi Desa Tahun Anggaran 20718/2019 tanggal 01 Juni 2022, yang

selanjutnya pada folokopi bukti tersebut diberi tanda T - 1,

- Fotokopi sesuai dengan asiinya berupa Surat Perintah Penyelidikan [P-2)
Nomar @ P-01/N.3.16.7/Fd.1/06/2022 tanggal 0B Juni 2022, yang selanjutnya
pada folokopi bukli lersebul diber tanda - T-2 |
Fotokopi sesuai dengan aslinga berupa Berita Acara Penangkapan
Tertangkap Tangan. Pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, vyang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 3 ;

- Folokop sesual dengan asiinya berupa Surat Perintah Penyidikan [P-8)
Momaor @ P-01/M.3.16.7/Fd.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang selanjutnya
pada fotokopi bukti tersebut diben tanda - T-4 ;

- Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panntah Penyidikan (P-8)
Nomor . P-01/N.3.16.7/Fd.1/08/2022 langgal 28 Aguslus 2022, yang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 5 ;

- Fotokopi sesuai dengan asfinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan Perkara Tindak Pidana (Pidsus-12) Nemer @ SPDP-
01/M.3.16 7/Fd 1/08/2022 tanggal 05 Seplember 2022, yang selanjuinya
pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda: T - 6 ;
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Disclaimer

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana
Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana  Korupsi pada
Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2018 di Kabupaten
Flores Timur tanggal 04 Oktober 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten
Flores Timur, yang selanjutnya pada folokopi bukti lersebut diberi tanda T-7,
Fotokopi sesual dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan {P-8)
Nomor . P-01/N.3.16.7/Fd.1/10/2022 tanggal 17 Oklober 2022, yang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 8;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyitaan (B-4)
Nomor : P-01/N.3.16.7/Fd.110/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebul diberi tanda - T - &,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana
Khusus Penyidikan Dugaan  Tindak Fidana Komipsi pada
Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2018 di Kabupaten
Flores Timur langgal 18 November 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten
Flores Timur, yang selanjutnya pada folokopi bukti tersebut diberi tanda : T-
i0;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Laporan Perkembangan Penyidikan
(P-12) Perkara Dugaan Tindak Pidana FKorupsi ierkai dalam
Kegiatan/Pengadaan Sistern informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten
Flores Timur tanggal 03 Januari 2023, yang selanjutnya pada folokopi bukl
tersebut diberi tanda diberi tanda: T- 11,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berila Acara Expose Tindak Pidana
Khusus  Penyidikan Dugaan Tindak  Pidana  Korupsi pada
Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten
Flores Timur tanggal 26 Januari 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Timur, yang selanjulnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda - T-12 ]
Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana
Khusus Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
Kegiatan/Pengadaan Sistemn Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten
Flores Timur tanggal 30 Januvar 2023 di Kejaksaan Negeri Flores Timur,
yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diber tanda - T- 13,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sesuai aslinya Laporan Persatujuan
Penyitaan (B-2) Nomor : B-52/N.3.18.7/Fd.1/02/2023 tanggal 01 Februari
2023, yang selanjulnya pada folokopi bukl tersebutl diberitanda - T - 14,
Fotokopi sesuai dengan aslingya berupa Sesuai aslinya Penetapan
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Persetujuan Penyitaan Nomor @ W28-U3/M79/HK.01/02/2022 tanggal 14
Februar 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukh tersebut diberi tanda T-
15;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Benta Acara Expose Tindak Pidana
Khusus  Penyidikan Dugaan Tindak Pidana  Komupsi  pada
Kegiatan/Pengadaan Sistern Informasi Desa tahun 2018-2019 di Kabupaten
Flores Timur tanggal 05 Juli 2023 di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur,
yang selanjutnya pada fotokopi bukti lersebut diberi tanda : T- 16;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa sesuai aslinya Laporan Hasil Audit
dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan MNegara atas
Kegiatan/Pengadaan Sistern informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan
Tahun  Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur Nomor
ATDA 1/52(LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 17,

Folokop: sesuai dengan aslinya berupa aslinya Sural Penelapan Tersangka
An.  Yohanes Pehan  Gelar (Pidsus-18] Nomor :  TAP-
01/N.3.16.7/Fd 1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada
fotokopi bukt tersebut diberi tanda : T-18 |

Folokopi sesual dengan aslinya berupa Sural Penetapan Tersangka An
Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-18) Momaor 3 TAP-
02/N.3.16.7/Fd 10772023 tanggal 18 Juli 2023, vang selanjutnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 19,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Sural Pedintah Penyidikan An.
Tersangka  Yuvinianus  Gelang Makin  (P-8) Nomor @ P-
01/N.3.16.7/Fd.1110/2022 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada
fotokopt bukti tersebut diberi tanda : T- 20 ;

Folokopd sesual dengan aslinya berupa Sural Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan Perkara Tindak Pidana An. Yuvinianus Gelang Makin (Pidsus-
12) Nomor | SPDP-01/N.3.16.7/Fd. 1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda @ T- 21 ;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Yohanis Djong tanggal 12 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi
bukti tersebut diberi tanda : T- 22 ;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemerksaan Ahli
Vaenlinus Basa, BA tanggal 12 Seplember 2022 22 Juli 2023, yang
selanjutnya pada folokopi bukti tersebut diberi tanda - T- 23
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Folokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Yohanes Lamen Lein tanggal 10 Okiober 2022, yang selanjutnya pada
folokop! bukti lersebut diberi tanda ; T- 24,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Paulus Payong Gega tanggal 20 Oklober 2022, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T - 25;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan AhH
Ariston Kolot Ola tanggal 28 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi
bukti tersebut diberi tanda . T-26,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemerksaan Ahli
Damianus Dosi Resi tanggal 01 November 2022, yang selanjulnya pada
fotokopl bukti tersebut diberi tanda : T- 27 ;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Baltasar Ratu Belamang Kumanireng tanggal 01 November 2022, yang
selanjutnya pada folokopi bukli tersebul diberi tanda . T- 28 |

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahl
Alexander Lemak Sira tanggal 01 Movember Z022yang selanjuinya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda - T - 29 ;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahil Pius
Pedang Melai tanggal 02 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi
bukti tersebut diberi tanda : T- 30;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemangailan Ahli Agustinus
Payong Boli, S.H., MH. M.IP. Nomor . SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022
tanggal 11 Movember 2022 untuk tanggal 16 November 2022, yang
selanjutnya pada folokopi bukli tersebul diberi tanda T - 31,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Agustinus Payong Boli, 5.H., M.H., M.IP. langgal 30 November 2022, yang
selanjutnya pada fotokopi bukfi tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 32 ;
Folokopi sesual dengan aslinga berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Syukur Yahya tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi
bukti tersebut diberi tanda . T - 33,

Fotokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Usman lsmail tanggal 20 Desember 2022, yang selanjulnya pada folokopi
bukti tersebut diberi tanda : T - 24,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahii
Lambertus Ola Rapok tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada
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fotokopl bukti lersebul diberi landa . T - 35;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Petrus Sural Ama langgal 20 Desember 2022, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda @ T-36 |

Folokopi sesvai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemerksaan Ahli
Jamalludin Jou Dasi tanggal 20 Desember 2022, yang selanjulnya pada
fotokopl bukti tlersebut diben landa diberi tanda @ T- 37 |

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Nikolaus Ara Dermon tanggal 20 Desember 2022, yang selanjutnya pada
fotokop bukti tersebut diberi tanda : T- 38 ;

Folokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Susanti Marianti Lelu tanggal 20 Desember 2022, yang selanjuinya pada
Totokopi bukli tersebul diberi tanda - T- 38 ;

Fotokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Lasarus Kaslan tanggal 21 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi
bukti tersebut diberi tanda : T - 40,

Fotokopi sesuai dengan aslinyga berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Siprianus Pati Seira tanggal 21 Desember 2022, yang selanjuinya pada
fotokopi bukli lersebut diberi landa - T - 41,

Folokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Natalia Uba Arakin tanggal 21 Desember 2022, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 42;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penangkapan
Tertangkap Tangan. Pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, yang
selanjulnya pada fotokopi bukl lersebut diberi tanda diberi landa : T- 4 Berila
Acara Pemeriksaan Ahli Bermadus Geleuk Suban tanggal 21 Desember
2022 ;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeariksaan Ahli
Lukas Kopong tanggal 22 Desember 2022, yang selanjutnya pada folokopi
bukti tersebut diberi tanda : T - 44;

Fotokopi sesuai dengan asiinya berupa Benta Acara Pemerksaan Ahh
Anselmus Sili tanggal 22 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi
bukti tersebut diberi tanda : T-45;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berta Acara Pemeriksaan Ahli
Pelrus Hongi langgal 22 Desember 2022, yang selanjulnya pada lolokopi
bukti tersebut diberi tanda : T- 46 |
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Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Yosef
Laba Femandes tanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti lersebut diberi tanda ; T- 47,

Fotokopi sesuai dengan aslinga berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahf
Hendrikus Boli Hawan tanggal 27 Desember 2022, yang sefanjutnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 48;

Fotokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Mathias Kopong Raya tanggal 29 Desember 2022, yang selanjulnya pada
folokopi bukti tersebut diber landa : T - 48,

Fotckopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemenksaan Ahli
Martinus Batan Buiin tanggal 05 Januari 2023, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 50 ;

Fotokopl sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemerikgaan Ahli
Darius Don Boruk tangga!l 09 Januarn 2023, vang selanjutnya pada folokopi
bukti tersebut diberi tanda . T- 51,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Paulus Sony Sang Tukan tanggal 09 Januari 2023, yang selanjulnya pada
fotokopi bukli tersebut dibern tanda . T- 52,

Fotokopi sesuai dengan asiinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Yosafal Ellygus Vony tanggal 09 Januari 2023, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti lersebut diben tanda : T- 53;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemerksaan Ahli
Bernandus Ribut Pati tanggal 09 Januari 2023, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti lersebut diberi tanda : T - 54,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berila Acara Pemeriksaan Ahli
Robertus Dowo Makin tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya pada
lotokopl bukti tersebut diberi tanda diberi landa © T- 55

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Yakobus Bala Talar tanggal 10 Januari 2023, yang selanjultnya pada
fotokopi bukti fersebut diberi tanda : T - 56;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berila Acara Pemeriksaan Ahli
Hendrikus Ora Subah tanggal 10 Januwarn 2023, vang selanjutnya pada
folokopi bukti lersebul diberi tanda : T - 57;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemenksaan Ahli
Antonius Dowo Piran langgal 10 Januar 2023, yang selanjulnya pada
fotokop bukti tersebut diberi tanda : T - 58;
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Folokopi sesuai dengan aslinga berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Bonefasius Ureama Belang tanggal 11 Januari 2023, yang selanjutnya pada
lotokopi bukti tersebut diberi tanda ; T-39 |

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahh
Sabinus Mubera Kolin 11 Januar 2023, yang selanjulnya pada folokopi
bukti tersebut diberi tanda diberi tanda : T- 60

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Benediktus Basa Jawan tanggal 11 Januan 2023, yang selanjuinya pada
fotokopi bukti fersebut diben tanda @ T- 61

Fotokopi sesual dengan aslinya berupa Berita Acara Pemerksaan Ahli
Bonefasius Kopong Maran tanggal 12 Januari 2023, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T- 62 ;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Alexius Lado Belang tanggal 12 Januari 2023, yang selanjutnya pada
folokopi bukti tersebut diberi tanda @ T - 63 ;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berta Acara Pemeriksaan Ahli
Laurensius Marianus Nega tanggal 13 Januari 2023, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti tersebut diberitanda : T - 64;

Folokopi sesuai dengan aslnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Patrus Pude tangga!l 13 Januari 2023, yang selanjuinya pada fotokopi bukti
lersebut diberi tanda : T- 65;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Darius No Boli tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya pada folokopi
bukti tersebut diberi tanda diberi tanda ; T- 66 ;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Leonardus Lein tanggal 17 Februar 2023, yang selanjutnya pada fotokop
bukti tersebut diberi tanda | T - &7;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemenksaan Ahl
Andreas Pehan Lebuan tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada folokopi
bukti tersebut diberi tanda : T-68;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berila Acara Pemeriksaan Ahli Rufus
Koda Teluma tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukii
lersebut diben tanda - T- 69 ;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sural Pemanggilan Ahli Agustinus
Payong Boli, 5.H., M.H., M.IP. Nomor ; SP-112/N.3.16.7/Fd.1/08/2023
tanggal 25 Agustus 2023 untuk tanggal 28 Agustus 2023, yang sslanjutnya
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pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda . T- 70,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahl
Agustinus Payong Boli, 5.H., MH., M.IP. tanggal 28 Agustus 2023, yang
selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda = T- 71;

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Al
Marianus Nobo Waton tanggal 29 Agustus 2023, yang selanjuinya pada
fotokop! bukti tersebut diberi tanda . T - 72,

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli
Petrus Kera Kewuan, 5. Sos. Tanggal 30 Agustus 2023, yang selanjulnya
pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda : T-26 ;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan ahli
Martinus lgo Mado, ST, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi
tanda - T-73;

Fotokopi sesuai dengan aslinva berupa Berita Acara Pemeriksaan ahli
Marlinus lgo Mado, ST, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi
tanda : T-74 ;

Folokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemernksaan Ahli
Romualdus Lesu Wungunbelen, S.H., M.Si. CfrA, yang selanjutnya pada
fotokop! bukli tersebut diben tanda . T- 75,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Megeri Kupang
Nomor | 50/Pid Sus-TPK/2023/PN Kpg langgal 12 Februan 2024, yang
selanjutnya pada fotckopi bukti tersebut diberi tanda - T- 76;

Folokopi sesual dengan aslinya berupa Pulusan Banding An. Terdakwa
Yohanes Pehan Gelar Nomor : 10/PID.SUS-TPK2024/PT KPG tanggal 02
April 2024, yang selanjulnya pada lolokopi bukti lersebul diberi tanda T=77;
Fotokopi sesuai dengan aslinga berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana
Khusus Pulusan Tindak Pidana Korupsi Sislem informasi Desa (SI0) An
Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan Yohanes Pehan Gelar tanggal 29
April 2024 di Kanlor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang
selanjutnya pada fotckopi bukti tersebut diber tanda diberi tanda : T- 78 ;
Folokopi sesual dengan aslinya berupa Surat Panggilan Ahli Agustinus
Payong Boli SH., MH., MIP. Nomor : SP-B8/N.3.16.7/Fd.1/05/2024
tanggal 03 Mei 2024 untuk tanggal 07 Mei 2024, yang selanjulnya pada
fotokopi bukti tersebut diberitanda . T - 79,

Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Expose Tindak Pidana
Khusus Perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Informasi Desa (SID) Tahun
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2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur An.Aguslinus Payong Boli tanggal
07 Mei 2024 di Kantor Kejaksaan Megen Flores Timur, yang  selanjutnya
pada foiokopi bukti tersebut diberi anda | T - 80,
Fotokopi sesuai dengan aslinga berupa Surat Penetapan Tersangka An.
Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor | B-144/N 3 16.7/Fd 1/05/2024
tanggal 07 Mei 2024, vang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi
landa : T-81;
Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa aslinya Surat Penetapan Tersangka
An.  Yohanes  Pehan  Gelar  (Pidsus-18)  MNomaor . TAP-
01M.3.16.7/Fd. 1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti tersebul diberi tanda . T-82 |
Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan Perkara Tindak Pdana (Pidsus-12) Nomor @ B-
148/N.3.16.7/Fd 1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang selanjutnya pada
fotokopi bukti tersebut diberi landa diben anda | T- 83 |
Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penunjukan Penuntut
Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
{P-16) Nomor : PRINT-26/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang
selanjuinya pada folokopi bukli lersebul diberi landa . T- 84 |
Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Tersangka ke | An,
Agustinus Payong Boli Nomor - SP-98/N.3.18.7/Fd 1/05/2024 tanggal 07 Mei
2024 tanggal 07 Mei 2024 untuk tanggal 13 Mei 2024, yang selanjulnya
pada fotokopi bukti tersebul diberi tanda : T- 85 |
Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Tersangka ke |l An,
Agustinus Payong Boli Nomor | SP-137/N 3.16.7/Fd_1/05/2024 tanggal 18
Mei 2024 untuk tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti
tersebut diberitanda ;| T - 86 ;
Folokopi sesual dengan aslinya berupa Putusan Banding An. Terdakwa
Yuvinianus Gelang Makin Nomor - 11/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal
02 April 2024, yvang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut dibern tanda T-
87,

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termechon juga

telah mengajukan Saksi-saksi sebagal berikut:
1. Hendrikus Lamapaha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:
Bahwa saksi dihadirkan cleh Pemohon untuk memberikan pendapan
berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagal lersangka dalam kasus
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korupsi Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2018 oleh
Termchen ;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sekarang meiakukan
penyilidikan terhadap findak pidana korupsi Pengadaan sistemn Informasi
Desa Tahun 2018 dan 2015 ;

Bahwa saksi dan tim dipanggil Termohon guna melakukan perhitungan
kerugian Negara berkailan dengan Pengadaan sistem Informasi Desa
Tahun 2018 dan 2019 ;

Bahwa saal ilu belum ada nama pelaku lindak pidana ;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah ekspos kasus kerugian
Negara tersebut ke Inspeklorat Daerah kabupaten Flores Timur |

Bahwa yang dilakukan perhitungan kerugian Negara saal itu adalah |

= Meneliti dokumen kegiatan |

s Telaah terhadap dokumen tersebut ;

» Melakukan disertasi |

= Metode perhitungan Keuangan Negara

Bahwa tenlang Laporan hasil kerugian Negara saksi tidak mengelahui
karena yang melaporkan hasil tersebut ada bidang lain namun telah
ditaporkan tanggal 27 Juli 2023 ;

Bahwa saksi pernah diminta oleh Termohon sebagal auditor |

Bahwa auditur pernah dipanggil Termohon untuk dimintai pendapat
sebagai ahli ;

Bahwa auditur membarikan pendapat dalam Penyelidikan tersebut di
Waiwerang dengan sural tugas tanggal 14 Juli 2023 ;

Bahwa Dalam perhitungan kerugian Megara lersebul lidak ada
hambatan,

Bahwa saksi permah diminta oleh Termohon sebagai auditur dan pemah
membearikan keterangan di saat Penyelidikan ;

Bahwa semua pihak yang lerkail perah di klarflikasikan |

Bahwa saksi pernah dipanggil termohon karena saksi masuk dalam Tim
untuk melakukan perhitungan kerugian Negara tetapi bukan sebagai
saksi untuk memberikan keterangan |

Bahwa perhilungan kerugian Negara didapal dari .

= Kwitansi pembelian;

= SPM,

Bahwa syarat-syarat penvediaan barang dan jasa adalah ;
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= Mempunyai akla pendirian perusalan |

» Prozses pelelangan ;

« Persetujuan Pimpinan ,

+ Proses penyediaan

Bahwa LHP atas nama Agustinus Payong Boli tidak ada |

Bahwa kasus yang pemah saksi melakukan audit adalah :

+ Pernah melakukan audit kasus pipa air di kecamatan lle Boleng ,

« Pernah melakukan audit kasus covid 19 |

Bahwa standard yang digunakan dalam perhilungan kerugian keuangan
Megara adalah

s Perhitungan diambil dar dokumen dari penyidik |

= Hencana Anggaran ;

» Penetapan APDesa

= Nota Kwitansi pihak ke 3 ;

= Bukli kesanggupan dari pihak ke 3

Pendidikan saksi adalah S1 Ekonomi ;

Bahwa saksi tamat di Undana kupang ;

Bahwa saksi menjadi CPNS tahun 2010 dan diangkan menjadi PNS
tahun 2011 ;

Bahwa LHP tidak menyebutkan nama pemaohon |

Bahwa bukti surat diserahkan oleh Termohon kepada Saksi dan tim
kemudian kami minta lalu dilakukan analisa kemudian diekspos ;

Bahwa saksi pernah melakukan audit |

. Dwi Sapto Wirayuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut;

Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Pemochon tetapi sekarang
saksi mengenal dengan Pemohor,

Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perkara korupsi Pengadaan sistem
Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 yang dilangani oleh kepala
Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang

Bahwa untuk perkara Pengadaan sislem Informasi Desa Tahun 2018 dan
2019 yang ditangani oleh kepala Kejaksaan Negeri Cabang Wawerang
Saal itlu ada 2 {dua) orang terdakwa dan 1 (satu) orang tersangka ,
Bahwa saksi pernah memeriksa Pemohon sebagai saksi dalam kasus
Pengadaan sislermn Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 |

Bahwa untuk Penyelidikan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2)
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Nomor : P-01/N.3 16.7/Fd. 1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 isinya tentang

penyelidikan tentang tindak pidana korupsi Pengadaan sistem Informasi

Desa Tahun 2018 dan 2019 di kabupaten Flores Timur |

Bahwa saal ifu saksi belum berugas di Waiwerang karna saksi berfugas

pada tangga 7 Oklober 2022 |

Bahwa saat penetapan 2 (dua) sebagai tersangka saksi belum berlugas

di Waiwerang karena penetapan sebagal lersangka tanggal 08 juni 2022,

Bahwa pada bulan 14 Juli 2023 menenma LHP |

Bahwa 2 (orang) ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 18 Jul

2023,

Bahwa saal ilu sudah disebutkan nama tersangka tersebut |

Bahwa suratnya telah disampaikan kepada 2 (dua) tersangka ;

Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi tersangkan pada tanggal 07 Mei

2024 ;

Bahwa saksi memberiahukan kepada termohon surat penetapan

pemohon sebagai tersangka di serangkan ke saudara Pemohon yang

menerima surat tersebut karena Pemohon lidak berada di rumah saat itu

dan ada tanda terima surat tersebut |

Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasur korupsi

Pengadaan sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di kabupaten

Flores Timwr |

Bahwa sebelumnya pemohon dipanggil sebagai saksi

Bahwa pemohon dipanggil sebagai saksi |

= Panggilan pertama terhadap pemohon sebagai saksi Nomor @ SP-
126/N.3.16.7/Fd. 11172022 tanggal 11 November 2022 untuk tanggal
16 November 2022 |

+ Pangpilan Kedua terhadap pemohon sebagai saksi Nemor @ SP-
112/N.3.16.7/Fd. 1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk tanggal 28
Agustus 2023,

Bahwa panggilan pertama bgelum ada tersangka sedangkan penggilan

kedua sebagal saksi dalam perkara fersangka 2 (dua) orang yailu

Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan tersangka Yohanes Pehan

Gelar ;

Bahwa pemohon dipanggil pada tanggal 03 Mei 2024 untuk memberikan

keterangan sebagal saksi pada langgal 7 Mei 2024 |

Bahwa panggilan pada fanggal 7 Mei 2024 tersebut belum ada
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Bahwa setelah itu Pemohon dipanggil lagi pada tanggal 7 mei 2024
dengan status tersangka ;
- Bahwa termohon mengeluarkan SPDP pada tanggal 07 Mei 2024 |
- Bahwa untuk pemanggilan yang pertama saal penyelidikan sedangkan
panggilan ke dua dipanggil saat penyelidikan 2 (dua) oaring tersangka :
- Bahwa saal itu dipanggil sebagai saksi dalam perkara Tersangka
Yuvinianus Gelang Makin atau tersangka Yohanes Pehan Gelar ;
— Bahwa penyelidikan dilaksanakan pada tahun 2022 |
— Bahwa saat itu belum ada tersangkanya ;
- Bahwa saksi mendapat alat bukti saat penyelidikan ;
— Bahwa alat bukti yang didapat adalah :
= Dokumen APBdesa ,
« Saksi
s Dokumen BA
= HKontrak dengan penyedia barang |
= LHP
= Pendapat ahli
- Bahwa setelah Penetapan tersangka khusus 2 [dua) orang Tersangka
Yuvinianus Gelang Makin dan tersangka Yohanes Pehan Gelar saksi-
saksi yang tefah dipanggil dan didengarkan kelerangannya baik dalam
penyelidikan dan penyidikan tersebut dipanggil ulang untuk didengar
keterangannya khusus mengenai dugaan lindak pidana yang dilakukan
oleh 2 {dua) orang Tersangka Yuvinianus Gelang Makin dan tersangka
Yohanes Pehan Gelar,
- Bahwa tahapan perkembangan kasus diekspos secara berjenjang |
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon melalul Kuasa
Hukumnya di muka persidangan menyatakan bahwa Termohon lidak akan
mengajukan Ahli,
Menimbang, bahwa para pihak felah mengajukan kesimpulan pada
persidangan yang dilaksanakan pada har Jum'at tanggal 31 Mei 2024;
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu
hal lagi ke persidangan dan maohon pulusan,
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesualu yang dicatat dalam berta acara persidangan dianggap termuat dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn putusan ini;
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adaiah sebagaimana lersebul di alas,

Menimbang, bahwa pada pokoknya permchonan praperadilan yang
diajukan cleh Pemohon agar Hakim Praperadilan menyalakan tindakan dan
keputusan Termohon mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon
adalah tidak sah dan harus dibalalkan dengan alasan dikarenakan Pemohon
tidak permnah diperiksa sebagai Calon Tersangka, Termchon tidak pernah
mengeluarkan surat perntah penyelidikan atas difi Pemohon, dan Penetapan
Tersangka terhadap Pemohon tidak cukup bukti karena alat bukli berupa
putusan dalam perkara nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg atas nama
Terdakwa Yohanes Pehan Gelak dan putusan dalam perkara nomor
51/Pid . Sus-TPK/2023/PN Kpg atas nama Terdakwa Yuvinlanus Gelang Makin
adalah merupakan alat bukti yang cacal hukum dan tidak sah menurut hukum
karena kedua putusan tersebut belum mempunyal Kekualan hukum mengikal,
serta penetapan Temsangka atas dir Pemohon merupakan keputusan yang tidak
sah dan dapat dibataikan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat
{2) Undang-Undang Nomaor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permahonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi
tanda: P-1 sampai dengan P-18 dan 1 (salu) orang ahl yang nama dan
keterangannya sepearti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menciak dalil-dafil  permohbonan
Pemohon lersebul yang pada pokoknya Termohon memohon agar Pengadilan
Negeri Laraniuka menyalakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon alas
nama Agustinus Payong Boli berdasarkan surat Penetapan Tersangka Kepala
Cabang Kejaksaan MNegern Flores Tmur D Waiwerang Nomor  B-
144/M.3.16.71Fd. 1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 adalah sah dan Berdasarkan
Hukurmm dan menyalakan bahwa Penyidikan berdasarkan Sural Penntah
Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan MNegeri Flores Timur Di Wamwerang
Nomor. PRINT-23/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 dalam Perkara
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018
dan 2019 di Kabupaten Flores Timur adalah sah dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa uniuk mendukung alasan-alasan penolakannya
tersebut Termohon telah mengajukan bukti sural berupa folokeopi bermaterai
cukup dan lelah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing dibeari landa;
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T-1 sampai dengan T-87 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan
keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di persidangan
telah didengarkan keterangannya dibawah sumpahfjanji, sepanjang
keterangannya tersebul relevan dan berkaitan dengan perkara ini maka akan
dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, apabila keterangan saksi tidak
relevan maka tidak akan diperimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim
Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang telah memberikan
pendapatnya di persidangan dibawah janji, sepanjang pendapat ahll tersebut
relevan dan berkaitan dengan perkara ini maka akan diperlimbangkan cleh
Hakim Praperadilan, apabila keterangan ahli tidak relevan tidak akan
dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan, selanjutnya
apabila Hakim Praperadilan sependapat dengan pendapat ahli maka pendapat
ahli tersebut akan diambil alih oleh Hakim Praperadilan untuk kemudian menjadi
perimbangan Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa lerhadap bukli sural yang lelah diajukan oleh para
pinak di muka persidangan, sepanjang bukti sural tersebul relevan maka akan
dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan, apabila bukti surat tersebut tidak
relevan maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Hakim
Fraperadilan,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelili dengan seksama
sural permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sera Bukil surat dan
saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemchon dan
Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebelum Hakim praperadilan mempertimbangkan
mengeral pokok perkara, terlebinh  dahuly  Hakim praperadilan  akan
mempertimbangkan mengenai keberatan Kuasa Pemcohon yang disampaikan
secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Kuasa Pemohon keberatan
atas permintaan Kuasa Termohon yang memchon agar pemeriksaan pendapat
ahli yang akan dihadirkan oleh Kuasa Termohon dilaksanakan dengan
mekanisme persidangan onlineg,

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan har Kamis tanggal 30
Mei 2024 yang diagendakan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dan Termohon,
Kuasa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak jadi menghadirkan ahli
untuk persidangan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perlimbangan lersaebul di alas, maka
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Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan keberatan dari Kuasa
Pemohon tersebut di atas karena Kuasa Termohon dimuka persidangan
menyatakan tidak jadi menghadirkan ahli unluk persidangan praperadilan ini,
dengan demikian wmaka keberatan dari Kuasa Pemohon fersebut
dikesampingkan,

Menimbang, bahwa sebelum Hakim praperadilan mempertimbangkan
mengenai pokok perkara, Teriebih dahulu Hakim praperadilan akan
mempariimbangkan formalilas pengajuan permohonan praperadilan  yang
diajukan ocleh Pemohon, yaitu antara lain mengenal apakah secara hukum
Pemohon memiliki Jegal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan?
Apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili permohonan
praperadilan ini? Apakah objek praperadilan yang dijadikan alasan Pemohon
mengajukan permoheonan praperadilan ini adalah merupakan benar-benar objek
perkara praperadilan’

Pertimbangan Hukum mengenai Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai fegal sfanding Pemohon
praperadilan diatur dalam Pasal 79 Undang-undang MNomor 8 tabun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {untuk selanjutnya disebut
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2018
tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Din
Alau Sedang Dalam Status Daftar Fencarian Grang (DPO),

Menimbang, bahwa Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana mengalur bahwa “Pemenksaan tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan digjukan oleh tersangka, keluarga, atau
kuasanya kepada Ketua Pengadilan Neger dengan menyebutkan alasannya’,

Menimbang, bahwa Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana mengatur bahwa "Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya
suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik
atau penuntulan dapat diajukan cleh penyidik atau Penuntul Umum pihak keliga
yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Neger dengan menyebutkan
alasannya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana mengatur bahwa “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat
tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghenfian
penyidikan atau penuntutan diajukannya oleh tersangka atau pihak ketiga yang
berkepentingan kepada Ketua FPengadilan Negern dengan menyebut
alasannya ",
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Menimbang, bahwa angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarkan Diri Atau
Sedang Dalam Status Daflar Pencarian Orang (DPO) mengaltur bahwa "Dalam
hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO),
maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan’, selanjulnya angka 2
SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi
Tersangka Yang Melarkan Din Atau Sedang Dalam Stalus Daflar Pencarian
Orang {DPO) mengatur bahwa "Jika permchonan praperadilan tersebut tetap
dimohonkan oleh Penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhxan
putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima™,

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan praperadilan ini,
Pemchon yang mengajukan pemmohonan praperadilan adalah Agustinus
Payong Boli, dalam hal ini Agustinus Payong Boli memberikan kuasa khusus
kepada kepada Yoseph Pelipi Daton, S.H,, Ferlian Belawa Hurint, S.H., Hairun
Hery Tokan, S.H., dan Silvester Ola Suban, S H., para Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada Kantor AdvokatPengacara IPI DATON, SH &
ASSOCIATION, vang beralamat di Kantor |: Lorong Santa Cruz, belakang Hotel
Fortuna-2 Larantuka, Jalan Basuki Rahmat, Kompleks Gege, Kelurahan VWaihali
Larantuka, Kanter Il. Jalan Simpang Oka, Wailolong, Kecamatan lle Mandiri
Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.5K-
FIDNYPD-ADVO.05/2024 langgal B Mei 2024 yang lelah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Mei 2024 diregister
Nomer 225K/Pid Praf2024/PN L, yang kemudian menurut Hakim praperadilan
Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan Surat Kuasa Khusus yang sah dan
dapat ditenma., Selanjutnya HKuasa Hukumnya tersebul mengajukan
permohonan praperadilan mengenai lindakan atau kepulusan Termohon
mengenai  penetapan Tersangka atas din Pemohon, melalel surat
permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan MNegeri Larantuka pada tanggal 16 Mel 2024 diregister Nomor
1/Pid Pra/2024/PN Lit, yang mana dalam pemmohonannya tersebut Pemohon
melaiui Kuasanya telah menguraikan alasan-alasan praperadilan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan baik Kuasa Pemohon maupun
Kuasa Termohon ldak mengajukan salupun alal bukli yang menerangkan
bahwa Pemohon saat ini dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), bahkan
pada persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Pemohon hadir di
persidangan untuk didengar keterangannya oleh Hakim Praperadilan
sebagaimana dialur dalam Pasal 82 ayal (1) hurufl b Kitab Undang-Undang
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Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-
perimbangan hukurn mengenai Legal Slanding Pemohon lersebut di atas,
maka Pemochon dapat diklasifikasikan sebagai Pemohon yang memiliki legal
standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana dan SEMA MNomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan
Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melankan Din Alau Sedang
Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), karena permohonan
praperadilannya diajukan oleh Kuasa Hukumnya, permohonan yang diajukan
oleh Pemohon mengenal tindakan atau keputusan Termohon mengenai
penetapan Tersangka atas dii Pemohon, serta memuat alasan-alasan
mengenai diajukannya praperadilan, kemudian Pemohon saat ini bukan orang
wvang melarikan diri atau sedang dalam status daflar pencarian orang (DPOQY),

Pertimbangan Hukum mengenai HKewenangan Pengadilan Negeri
Larantuka dalam memeriksa dan mengadili permohon praperadilan ini
Menimbang, bahwa jika kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana secara cermal, senyatanya tidak ada pengaturan secara lerang

mengenai Pengadilan Megeri mana yang secara hukum berwenang untuk

mengadili suatu perkara praperadilan. Dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata hanya mengalur

*Pengadilan Neger®™ saja tanpa menyebut secara spesifik pengadilan negen

yang mana yang memiliki kewenangan uniuk memeriksa praperadilan, sehingga

terjadi beberapa penafsiran berbeda yang menurut Hakim praperadilan memiliki
alasan hukum masing-masing, adapun penafsiran-penafsiran tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar
Grafika, Jakarla, 2000, pada halaman 67, berpendapal bahwa apabila
permohanan  praperadilan ju terkait dengan tindakan penangkapan,
penahanan, penyitaan dan penggeledahan, maka pengajuan praperadilan
dilakukan ke pengadilan dalam daerah hukum terjadinya penangkapan,
penahanan, penyitaan dan penggeledahan, namun jika yang diajukan itu
terkait dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka
pengajuan praperadilan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum
domisili Termohon,

2. Menurut D. Y. Wilanto dalam bukunya yang berfjudul Hukum Acara
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Praperadilan Dalam Teori dan Prakiik, Imaji Cipta Karya, 2019, pada

halaman 267, berpendapat bahwa:

= Untuk perkara lindak pidana umum Kewenangan pemeriksaan perkara
praperadilan didasarkan pada asas focus oeficlil perkara pokoknya,
kecuali jika berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85
ayat {2) KUHAP mengecualikan asas focus delicli, maka kompetensi
relatil perkara praperadilannya juga urut mengikutinya.

= Untuk perkara tindak pidana khusus kewenangan pemeriksaan perkara
praperaditan didasarkan pengadilan negen lempal kedudukan pengadilan
khusus berada yang akan memeriksa dan mengadili perkara pokoknya;

3. Menurut Riki Perdana Raya Waruwu, dalam llisannya yang berjudul
Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Parmohonan
Praperadian yang dikufip oleh O Y. Wilanlo dalam bukunya yang berjudul
Hukum Acara Praperadilan Dalam Teon dan Praktik, Imaji Cipta Karya,
2018, pada halaman 263, berpendapat bahwa lebih efekiil jika praperadilan
diajukan ke pengadilan negen dalam dasrah hukum kedudukan Termohon
(penyidi/penuntut umum) dengan bempedoman pada asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan, karena tidak memerukan panggilan
delegasi, bisa dibayangkan jika untuk memanggil Termohon digunakan
panggilan delegasi melalui pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal
Termohon, dapat dipastikan bahwa batas waktu tujuh hari tidak akan cukup
hanya untuk melakukan panggilan saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Posita
permohonannya halaman 12 (dua belas) paragraf ke-3 (ketiga) menyatakan
bahwa "Bahwa Termohon dalam menetapkan lersangka dalam dugaan Tirdak
Pidana Korupsi yang kini disangkakan kepada Pemohon”, berdasarkan hal
tersebul maka dapal disimpuikan babwa perkara pidana pokoknya adalah
mengenai Tindak Pidana Korupsi, yang mana di wilayah Musa Tenggara Timur
Pengadilan yang berwenang unluk memeriksa Tindak Pidana Korupsi adalah
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Pemochon dalam Permohonannya pada Petitum
angka 2 memohon agar Hakim Praperadilan “Menyatakan Penetapan
Tersangka terhadap Pemohon Praperadiian berdasarkan Sural Penetapan Mo,
B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 adalah tidak sah®, oleh karenanya dapat
disimpulkan bahwa permohonan praperadilan dalam Perkara ini adalah terkail
penatapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
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timbul pertanyaan yailu siapakah yang berwenang memeriksa dan mengadiii
Perkara praperdilan mengenal penetapan tersangka yang perkara pidana
pokoknya adalah tindak pidana khusus, dalam hal ini mengenai Tindak Pidana
Korupsi, apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan MNeger
Kupang ataukah Pengadilan Megeri Larantuka?,

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr. Aksi
Sinurat, SH., MHum., dalam persidangan di bawah sumpah memberikan
pendapal bahwa terkait dengan kewenangan relatif pengadilan neger dalam
Perkara praperadilan tidak ditentukan oleh Perkara pidana pokoknya dalam hal
ini Pemgadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan MNegeri Kupang,
selanjutnya Ahli berpendapal bahwa pengadilan negeri yang dimaksud pada
Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pengadilan Negeri
dimana domisili pemohon berada dalam hal inl domisili Pemohon berada di
Kabupaten Flores Timur, maka Pengadilan Negerl Laraniuka berwenang
rmemeriksa praperadilan yang diajukan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan tidak sependapal dengan
pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon lersebut di atas, karena menurut
Hakim Praperadilan, dalam perkara praperadilan yang akan diperiksa hanya
mengenai penegakan hukum formil dan prosedural lahapan penyelidikan dan
penyidikan apakah sudah diaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan lidak melanggar Hak Asasi Manusia, lanpa
memeriksa materil perkara pidana pokoknya, oleh karenanya meskipun perkara
praperadilan yang perkara pidana pokoknya adalah perkara tindak pidana
khusus, maka apabila permohonan praperadilan itu terkat dengan tindakan
penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan maka pengajuan
praperadilan  dilakukan ke pengadilan dalam daerah hukum terjadinya
penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, namun jika yang
diajukan itu lerkait dengan penelapan tersangka, penghentian penyidikan dan
penghentian penuntulan, maka pengajuan praperadilan diajukan ke pengadilan
dalam daerah hukum domisili Termoehon,

Menimbang, bahwa dalam Perkara praperadilan ini yang ditarik menjadi
Termohon oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri Flores Timur yang beralamat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan
Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,

Menimbang, berdasarkan seiurubh pertimbangan hukum-perimbangan
hukum tersebut di atas, maka menurut Hakim praperadilan, Pengadilan Negeri
Laraniuka berwenang uniuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan
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prapeiadilan yang diajukan oleh Pemchon inl, karena permohonan praperadilan
dalam Perkara ini terkait penetapan tersangka maka pengajuan praperadilan
diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum domisili Termohon dalam hal ini
Termohon berkedudukan di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Wawerang Kota,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang mana Kabupaten
Flores Timur adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Larantuka,

Pertimbangan Hukum mengenai objek praperadilan yang dijadikan alasan
Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini

Menimbang, bahwa pengaturan mengenal objek praperadilan diatur
dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan
hMahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2 1/PUU-XIR2014.

Menimbang, bahwa Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana mengalur bahwa "Pengadilan Negeri berawenang unluk memeriksa dan
memutuskan, sesuai déngan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
tentang:

a. Sah atau tdaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan alau penghentian penuntutan,

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

pidananya dinentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”,
Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara
Nomor 21/PUU-XI2014 menyalakan bahwa ™
1.3 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomaor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 1845 =zepanjang tidak dimaknai termasuk penstapan ferzanghka,
penggeledahan, dan penyitaan,

1.4 Pasal 77 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomaor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208) tidak
mempunyai kekuatan hukum mangikal sepanjang tidak dimaknai termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang. bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, telah
nyata bahwa Pemohon mengajukan praperadilan dengan objek pemerksaan
mengenai sah atau lidaknya penelapan lersangka yang dilakukan Termohon
terhadap Pemohaon,
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Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-
pertimbangan hukum mengenai objek praperadilan yang dijadikan alasan
Pemohon mengajukan permohonan praperadilan lersebul di alas, maka objek
yang diajukan Pemochon dalam permohonannya adalah objek praperadilan
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana jo, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PUU-
Xil2014, karena objek praperadilan yang digjukan oleh Pemohon dakam
permohonannya adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan lersangka yang
dilakukan Termohon terhadap Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-
pertimbangan hukum mengenai Legal Standing Pemohon, Kewenangan
Pengadilan Megeri Larantuka dalam memeriksa dan mengadill permohonan
praperadilan, dan objek praperadilan yang dijadikan alasan Pemohon
mengajukan permohonan praperadilan tersebut di atas, maka menurut Hakim
FPraperadilan permohonan praperadilan telah memenuhi syarat formal untuk
diajukan kemudian diperksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan MNegeri
Larantuka;

Menimbang, bahwa  selanjutnya Hakim  praperadilan  akan
mempearimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Mengenai Dalii Pemohon yang menyatakan
‘Pemohon Tidak Pemah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka™

Menimbang, bahwa Pemochon dalam pemmohonannya yang fermuat
dalam halaman § tepalnya pada angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa
"Bahwa sebagaimana diketahwi Pemohen fidak pemah ditakukan Pemenksaan
dalam kapasitas Pemohon sebagal CALON TERSANGHKA. Berdasar pada Sural
Fanggilan untuk pertama kall dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui
sural panggian sebagai Tersangka oleh Temnohon kepada Pemohon dengan
Nomor SP.99/N.3.16.7/Fd. 1/052024 Kepala Cabang Kejaksaan Negen Flores
Timwr i Waiwerang lerdanggal 07 Mei 2024 lidak pemah membuktikan
Permohon diperiksa ssbagal calon lersangka, Akan letapi Pemohon langsung
dipanggil sebagai Tersangka oleh Temnohon, sehingga tidak dengan seimbang
Femohon dapat melakukan klarfikasi terhadap apa yang difuduhkan kepada
Femohon. Pemohan hanya diperksa sebagal saks! untuk perkara alas nama
Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR dan YUVINIANUS GELANG MAKIN,
dimana perkara alas nama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus
Gelang Makin kini masih dalam proses pada fghkal Kasasi dan belum
mempunyai kekuatan hukum tetap”;
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Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang termuat dalam halaman 7
tepatnya pada paragraf 2 sampai dengan paragraf & menyatakan bahwa
“Bahwa dalam permariksasn baik dalam pemenksaan of Penyelidikan maupun
Penyidikan tidak mengenal yang namanya pemernksaan Calon Tersangka.
Penyelidikan yang mana lidak menyebulkan nama Tersangka sfapapur alaupun
lidak menyebul nama Calon Tersangka sfapapun dan hanys menyebul yang
terpeviksa lersebul sebagai Sarsi, yang dimana Termohon selaku Penyidik lefah
memernksa Pemohon  sebagal  saksi  sebelum  dilakukannya  penetapan
Tersarngka oleh Termohon, yang mana pada faklanya Pemohon yakni Agustinus
FPayong Boli telah kami Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negen Walwerang
sudah dilakukan Pamenksaan Pemohon sebagal saksi sebanyak 2 (dua) kal
yaitu:

1. Pemeriksaan pada har Rabu tanggal 30 November 2022, di Kantor Cabang
Kefaksaan Negeri Flores Timur of Waiwerang, dengan Berta Acara
PemerksaarvBAF Saksi (Bukli T-32) berdssarkan Sural Panggilan Saksi
Nomor SP-126/N.3.16.7/Fd.1/11/2022, tertanggal 11 November 2022 (Bukfi
T-31); dan

2. Pemerikszan pada harn Senmin, fanggal 28 Agushus 2023 doi Kanfor
Kejaksaan Neger Flores Timur o Laranfuka, dengan Beiila Acara
Pemeriksaan/BAF Saksi (Bukfi T-71), berdasarkan Surat Panggilan Saksi
MNomor: SP-T12MN.3.76.7/Fd. 1/06/2023, lerfanggal 25 Agusius 2023 [Bukli T-
70).

Bahwa pada pemeriksaan kedua lerhadap Pemohon Agusiinus Payong
Boli juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Yoseph Pelipi Daton,
S.H. yang dimana pada saal ind juga difinga selaku Kuasa Hukum Pemobon
Agustinus Payong Boli pada Sidang Praperadilan inf™;

Menimbang, bahwa Pemochon dalam Repliknva vang termoat dalam
halaman 2 tepatnya pada paragraf 1 menegaskan bahwa "berdasarkan KUHARP
dan Pufusan MK fersebut di alas pemeriksaan saksi dan pemerksaan calon
tersangka adalah dua kal yang berbeda, sehingga tidak tepat Termohon dalam
Jjawabannya menyimpulkan baliwa pemenksaan saksi sama maknanya dengan
pemenksaan calon lersangka sebagaiman dalam dall jawabannya, bahwa
Pemahon telah diperiksa sebagal saksi dalam kailan dengan perkara alas nama
Terdakwa Yohanes Pekhan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makin yang
kemudian hal i ofeh Termohon menyamakarn dengan Pemohon lelah diperksa
sebagal Calon Tersangka”,

Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya yang lermuat dalam
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halaman 5 ftepalnya pada angka 1 menegaskan bahwa "Dalam proses
penyidikan tidak dikenal adanya pemenksaan calon fersangka, dan terhadap
Pemohon lelah difakukan pemeriksaan sebagal saksi pada penyidikan umum
dan sebagai saksi dalam perkara lersangka An. Yohanes Pehan Gelar dan
tersangka An. Yuvinianus Gelang Makin®,

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebul, maka
setelah mencermmali secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan
meneliti bukti-bukti surat yang diajukan coleh masing-masing pihak guna
mendukung dalil-daliinya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggariskan bahwa
“agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana difertukan
dafam Fasal 280 ayal (1) LD 1945 serta memenuhi asas lex cera dan asas
fex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukli permulaan”, "bukii permulaan
yang cukup”, dan ‘bukli yang cukup” sebagaimana ditertukan dalam Pasal 2
angka 14, Pasal 17, dan FPasal 27 ayal (1) KUHAF harus ditafsirkan sekurang-
kurangnya dua alal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai
dengan pemariksaan calon lersangkanya, kecuall lerhadap lindak pidana yang
penetapan lersangkanya dimungkinkan oilakukan fanpa kehadirannya {in
absentia). Arlinya, lerhadap lindak pidana yang penelapan lersangkanya
dimungkinkan dilakukan tanpa kehsdirannya lersebuf,  Gidak  diperfukan
pemaiksaan calon tersangka” (vide pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
dalam putusan Momaor 21/PUU-XII/2014);

Menimbang., bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi tersebul maka dapat disimpulkan bahwa syarat bagi penyidik untuk
menelapkan seseorang menjadi lersangka adalah harus didasarkan atas
minimal 2 (dua) alat bukli yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana disertal dengan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama dall Pemohon pada
Permohonannya dan ditegaskan dalam Repliknya, dapat disimpulkan bahwa
Pemohon merasa dirinya belum pernah diperiksa sebagai “Calon Tersangka®,
karena dalam sural panggilan untuk diambil kelerangannya dan Berila Acara
Pemeriksaan atas diri Permohon tidak mencantumkan frasa “Calon Tersangka”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperaditan, jika pertimbangan
hukum Mahkamah Kensitusi putusan Nomor 21/PUL-XIV2014  mengenai
“pemeriksaan Calon Tersangka® harus diarlikan secara ketal bahwa harus
termuat frasa “Calon Tersangka® dalam surat panggilan untuk diambil
keterangannya dan dalam Berila Acara Pemeriksaan, justru hal lersebul kefiru,
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karena Pasal 7 ayal (1) huref g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yang mengatur bahwa “Penyidik karena kewajibannya mempunyal wewenang
urituk memanggil orang unfuk didengar dan diperxksa sebagai lersangka alay
saksi”, maka apabila Penyidik memanggil sesecrang untuk didengar sebagai
"Calon Tersangka®™ adalah tindakan yang tidak ada dasar hukurmnya. Oleh
karenanya Hakim Praperadilan berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan
“Calon Tersangka”™ dalam perlimbangan hukum Mahkamah Konsilusi dalam
putusan Nomor 21/PUU-XIV2014 harus dimaknai bahwa seseorang yang
setelah proses penyidikan dilaksanakan ditetapkan sebagai lersangka harus
terlebih dahulu didengar keterangannya sebagal “Saksl", dengan kata lain tidak
dibenarkan bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi lersangka
tanpa terlebih dahulu mendengarkan sesecrang tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukli T-31 berupa sural panggllan
saksi Agustinus Payong Boll, S H., M.H., M.IP. tanggal 11 November 2022 dan
T-32 berupa Berila Acara Pemeriksaan saksi Aguslinus Fayong Boli, S.H.,
MH., MIP. tanggal 30 November 2022 lernyata pada tahap penyidikan
tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Termohon lelah
memanggil dan mendengarkan keterangan Pemohon sebagai Saksi, yang mana
dalam bukti T-31 dan T-32 tersebul dengan tegas disebutkan bahwa Pemohon
dipanggil untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi dalam Perkara
penyalahgunaan Dana Desa dalam kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa
Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Twmnur,;

Menimbang, babwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah
bukfi T-31 dan T-32 tersebul dapat digunakan sebagal dasar pemenuhan
ketentuan yang datur dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi
putusan Nomor 21/PUU-XI1/2014 yang untuk kemudian menetapkan Pemohon
sebagai tersangka? Mengingal Pemohon dalam permohonannya tepatnya pada
halaman 9 pada paragraf ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemohon
hanya dipeniksa sebagai saksi unlfuk perkara atas nama Terdakwa Yohanes
Pehan Gelar dan Ywvinianus Gelang Makin, dimana perkara alas nama
Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Yuwnianus Gelang Makin kini masih
dalam proses pada tigkat Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum lelap™

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31 dan T-32 yang dikaitkan
dengan bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Agustinus
Payong Baoli (Pidsus-18) Nomor - B-144/M.3.16.7/Fd. 1/05/2024 langgal 07 Mei
2024 T-82 berupa Sural Penetapan Tersangka An. Yohanes Pehan Gelar
{Pidsus-18) Nomor | TAP-01/N.3.16 7/Fd. 1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, dan T-
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B3 berupa Sural Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana
{Pidsus-12) Nomor @ B-148/N.3.16.7/Fd_1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, dapat
diihal kesinambungan bahwa Perkara pidana pokoknya adalah sama yailu
mengenai Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem
Informasi Desa Tahun 2018 dan 2015 di Kabupaten Flores Timur yang mana
dalam bukti T-31 dan T-32 tidak menyebutkan sama sekali mengenai siapa
terlaporfcalon lersangkanya, dengan demikian lelah jelas bahwa penetapan
tersangka terhadap Pemohon merupakan tindak lanjut dar penyvelidikan dan
penyidikan yang lelah dilakukan Termohon dalam penanganan Perkara dugaan
tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018
dan 2015 di Kabupaten Flores Timur, Oleh sebab itu Hakim praperadilan meniiai
hahwa keterangan Pemohon sebagai saksi sebagaimana yang termuat dalam
bukti T-31 dan T-32 lersebut adalah merupakan sarana Temohon untuk
mendangarkan keterangan Pemohon terkait objek Perkara pidana pokoknya
mengenai Perkara dugaan lindak pidana Korupsi dalam pengadaan Sistem
Infarmasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakla hukum bahwa leiah temyata
Pemohon telah dipanggil dan didengarkan keterangannya sebagai saksi pada
hari Rabu tanggal 30 November 2022 sebagaimana termuat dalam bukli T-31
dan T-32, yang mana Pemohon dipanggl untuk didengarkan keterangannya
sebagai Saksi dalam Perkara penyalahgunaan Dana Desa dalam
kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten
Floras Timur yang mana datam bukti T-31 dan T-32 tidak menyebutkan sama
sekali mengenai siapa terlapor/calon tersangkanya, maka tindakan Termohon
yang leiah menetspkan Tersangka terhadap Pemohon dengan telah lebih
dahulu mendengarkan keterangan Pemchon sebagai Saksi menurut Hakim
Fraperadilan telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi
dalam putusan Nomor ZTPUU-XI12014 yang menentukan untuk menstapkan
seseorang menjadi tersangka harus Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
calon tersangka;

Menimbang, bahwa selanjulnya Hakim  Praperadilan  akan
mempertimbangkan dall Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa
“terhadap Pemohon  felah  dilakukan pemernksaan sebagal saksi  pada
penyidikan umum dan sebagal saksi dalam perkara tersangka An. Yohanes
Pehan Gelar dan lersangka An. Yuvinianus Gelang Makin®;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-70 berupa Surat Pemanggilan
Saksi Agustinus Payong Boli, SH, MH, MIP. Nomor. SP-
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T12M.3.16.7/Fd 1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan bukli T-71 berupa
Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus Payong Boli, S.H., MH., M.IP.
tanggal 28 Agustus 2023, yang mana dalam bukti lersebul babwa memang
Pemchon pada tanggal 28 Agustus 2022 dipanggil dan didengarkan
keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pengadaan Sistem Informasi Desa
Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur Alas Nama Tersangka
Yohanes Pehan Gelar, namun demikian berdasarkan bukli T-31 dan T-32 yang
dikaitkan dengan bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka An.
Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor © B-144/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024
tanggal 07 Mel 2024, T-82 berupa Surat Penetapan Tersangka An. Yohanes
Pehan Geiar (Pidsus-18) Nomeor ; TAP-01/N.3.16.7/Fd. 1/07/2023 tanggal 18 Juli
2023, dan T-83 berupa Surat Pembearitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara
Tindak Pidana (Pidsus-12) Nomor ; B-148/N.3,16.7/Fd. 1/05/2024 tanggal 07 Mei
2024 telah |elas bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan
tindak lanjut dar penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan Termahon
dalam penanganan Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan
Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2018 di Kabupaten Flores Timur. Oleh
sebab itu Hakim praperadilan menilai bahwa keterangan Pemohon sebagai
saksi sebagaimana yvang termuat datam bukti T-31 dan T-32 tersebut adalah
merupakan sarana Termohon untuk mendangarkan keterangan Pemohon
lerkail objek Perkara pidana pokoknya mengenal Perkara dugaan tindak pidana
Korupsi dalam pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2013 dan 2013 di
Kabupaten Flores Timur,

Menimbang, bahwa berdassrkan perimbangan hukum-pertimbangan
hukum tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan menilai bahwa tindakan
Termohon terkait Penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana
termuat daiam bukti P-1 dan T-81 berupa Surat Penetapan Tersangka An.
Agustinus Payong Boli (Pidsus-18) Nomor. B-144/N.3.16.7/Fd.1/05/2024
tanggal 07 Mei 2024 dengan Terebih dahulu mendengarkan keterangan
Pemohon sebagai Saksi sebagaimana yang termuat dalam bukti T-31 berupa
surat panggilan Saksi Agustinus Payong Boli, 3.H., MH. M.IP tanggal 11
MNovember 2022 dan T-32 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Agustinus
Payong Boli, 5.H., M.H., M.IP. tanggal 30 November 2022 adalah sah menurut
hukum:;

Menimbang, babwa berdasarkan sefuruh  pertimbangan  hukum-
pertimbangan hukum mengenai pemeriksaan calon tersangka tersebut di atas,
maka lerhadap dalil Pemohon mengenal penelapan tersangka terhadap
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Femaohon adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai

calon tersngka tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Pertimbangan Hukum Mengenai Dall Pemohon Yang Menyatakan
‘Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas din
Pemohon”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat
dalam halaman 12 lepalnya pada angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa
“kegiatan penyelidikan dan penyidikan menpakan 2 hal yang tidak dapat berdin
sendii dan depal dipvsahkan keduarnya. Berkerigan Pemohon bidak pemah
diterbifkannya surat penntah penyelidikan alas din pemohon, maka dapat
dikatakan penetapan tersangka dengan alau fanpa surat perintah penyelidikan
dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, unluk fu harus dibatalkan”;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang temual dalam
halaman & tepainya pada paragraf ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa
“Bahwa alasan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah
ada penyelidikan atas din Pemohon, merupakan dalil yang mengada-ada dan
tidak berandaskan fakla, mengingal sebelum Termohon menetapkarn Pemohon
sebagai Tersangka pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem
frformasi Desa lahun 2018 dan 2078 of Kabupalten Flores Timur dan dengan
kata lain Pemohon yang diwakili kuasa hukum Pemohon fidak memahami dan
mengerti proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang dimana
Penyelidikan dapal disamakan dengan pengerfian tindak pengusutan” sebagss
usaha mencan dan menemukan jejak berupa kelerangan saksi dan bukl-bukli
sualu perisliwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga dalam Proses
Fenyelidikan khususnya unluk Perkara Tindak Pidana Korupst lidak mengenal
adanya Penyelidikan lerkhusus untuk menyelidiki salah satu pihak saja, karena
Fenyelidikan merupakan lahap awal uniuk mencari dan menemukan sualu
perisfiwe yang diduga sebagai findak pidana, sehingga apa vang menjadi dalif
Pemohon adafah suatu hal yang kelird apabila kami tidak permah melakukan
Fanyslidikan terhadap Pemohon yang terkait pada perkara Pengadaan Sislem
Informasi Desa tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang dimana
Termohon sudah melaksanakan serangkaian proses Penyelidikan maupun
Fenyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa
tshun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Perintah
Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Neger Flores Timur Di Wawerang
Nomor: P-01/MN.3.16.7/Fd. 1/06/2022, tanggal 08 Juni 2022 (Bukti T-2) dan Surat
Perinfaly Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timwr Di
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Waiwerang Nomor: P-01MN.3 16 7/Fd 1/08/2022, tanggal 29 Agusius 2022
(Bukti T-5) Jo Surat FPenntah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negen
Flores Timur O Walwerang Nomor P-01/N.3.16 7/Fd 1/10/2022, langgal 17
Oktober 2022 (Bukii T-8) yang disebut Penyidikan Umum dan Surst Perintah
Penyidikan Kepala Cabang Kejakssan Negen Flores Timur D Waiwerang
Nomaor: PRINT-23/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024, tanggal 7 Mei 2024 (Bukti T-82) yang
disebu! Penyidikan Khusus, sehingga Termohon dalam proses penyebidikan
fersebut fidak dibalasi siapa-siapa saja Calon Tersangkanya karena masih
disebul sebagal Saksi, sehingga apabila dilakukan pengembangan Penyidikan
pada seorang saksi yang dapal ditingkatkan stafusnya sebagal Tersangka,
pada Pengadaan Sistem [nformasi Desa tahun 2078 dan 2079 of Kabupaten
Flores Timur, maka merupakan safu-kesatuan hasil Panyelidikan berdasarkan
Surat Perintal penyelidikan fersebul di afas yang Udak dapal dipisahkan.
Sehingga argumentasi Pamohon bahwa Termohon tidak melakukan tahap
penyelidikan, merupakan kekeliruan yang fatal yang mana hal tersebut
disebabkan ketidaktahuan Pemohon mengenai ketentuan yang berlaku karana
lidak salupun kelentuan yundis formil dalam peraturan perundangan-undangarn
maupurt Standar Operasional Prosedur Penyslidikan maupun Penyidikan yang
berlaky dalam intansi Termohon, yakni dalam hal ini Kejaksaan Republik
Indonesia yang mengatur mengenai Panyefidikan fidak mengenal adanya
Fenyelidikan torkhusus untuk menyelidki salall satu plhak saja, karena
Penyelidikan merupakan lahap awal untuk mencar dan menemukan sualu
peristivag yang diduga sebagai tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Pemchon dalam repliknya yang termuat dalam
halaman 3 lepatnya pada paragraf ke-1 pada pokoknya menyatakan bahwa
"Bahwa lindakan Termohon yang lelah menetapkan Pemohon sebagai
Tersangka berdasarkan pengembangan berkas dan Tersangka fain dalam
berkas perkara yang berbeda adalah tidak sah. Sebagaimana berdasarkan
Putusan MK No.21 Tahun 2014";

Menimbang, bahwa Termochon dalam dupliknya yang termuat dalam
halaman 5 tepalnya pada angka 2 pada pokoknya menyatakan bahwa
“Termohon tefah melakukan penyelidikan dan penyidikan (Penyidikan Umum
yang tidak menyebutkan nama Tersangha) dan selelah diperoleh alal bukli yang
cukup, maka Termohon menetapkan fersangka pada langgel 18 Juli 2023 An.
Yohanes Pehan Gelar dan fersangka An. Yuvinianus Gelang Makin dan
terhadap Pemohon pada tanggal 07 Mefl 2024™,

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan lersebut, maka
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selelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilan oleh para pihak dan
meneliti bukti-buktl surat yang diajukan oleh masing-masing pihak guna
mendukung dalil-daliinga, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana mengalur bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah
"serangkaian findakan penyeldik unluk mencan dan  menemukan  sualu
penstiva yang diduga sebagal lindsk pidana guna menenlukan dapal alau
tidaknya dilakukan penyidikan menurul cara yang diatur dalam undang-undang
im";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa “penyelidik karens
kewajibannya mempunyai weweanang 1) menernma laporan atau pengaduan dani
seorang lentang adanya lindak pidana 2) mencari keterangan dan barang bukii;

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana mengatur bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menenma laparan
atay pengadiuan fentang tegedinya sualu pensfiwae yang palul didugs
merupakan lindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang
diperiukan’,

Menimbang, bahwa berdasarkan kelenluan-kelentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
penyelidik melakukan tindakan penyelidikan unfuk menentukan apakah ada
atau tidak tindak pidana yang telah terjadi dalam suatu peristiwa berdasarkan
keterangan dan barang bukti. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas pula serta melihat secara
keseluruhan isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, senyatanya tidak
terdapat ketentuan yang mengatur bahwa wajib Hukumnya untuk menyebut
nama calon tersangka dalam sural penyelidikan. Kesimpulan tersebul sesuai
pula dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr. Aksi
Sinural, 3.H., M. Hum., yang menerangkan * bahwa dan contoh kasus yang
dijelaskan tentang pembunuhan yang mana mayat dar korban dihanyutkan di
sungai dan baru ketahuan di sungai pada kota yang berbeda, ahli berendapat
bahwa untuk kasus tersebut dimungkinkan dalam surat penyelidikan tidak
menyebul teraporfcalon tersangkanya karena memang ltidak ada satupun saksi
yang mengetahui siapa pelakunya ° dengan kata lain dalam Perkara rumit atau
lidak dapat diketahui dengan segera siapa calon tersangkanya maka dakam
surat penyellidikan dimungkinkan untuk tidak menyebut nama calon
lersangkanya;,
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukli T- 2 berupa Sural Perintah
Penyelidikan Nomor P-01/MN.3M6.7/Fd. 1/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang
mana dalam bukli tersebul menesrangkan bahwa Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Flores Timur di Waiwerang selaku penyidik memerintahkan penyelidik
untuk meiakukan penyelidikan kasus dugasn Penyalahgunaan Pengadaan
Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2018 di Kabupaten Flores Timur, yang
apabila bukti T- 2 tersebul dihubungkan dengan bukli P-1 dan T-81 berupa
Surat Penetapan Tersangka Nomor B-144/N.3.16.7/Fd_1/05/2024 tanggal 7 Mei
2024 yang mana dalam bukti surat tersebut penyidik menetapkan Pemohon
sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2018 di Kabupaten Flores
Timur, maka Hakim praperadilan menilai bahwa tindakan penyidik menstapkan
Pemochon sebagai tersangka dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam Fengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten
Flores Timur adalah merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang telah
dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana terfuang
dalam surat perintah penyelidikan nomor P-01/N.3MB.7/Fd. 1/06/2022. Qleh
karenanya Hakim Fraperadilan menilai bahwa dall Pemohon mengenai
Termohon tidak permah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas din
Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena senyatanya Termohon ftelah
mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor P-01/N.3M6.7/Fd. /082022,
yang meskipun dalam surat perintah penyelidikan tersebut tidak menyvebut
terlaporftersangkanya adalash Pemohon, karena memang lidak ada salu
ketentutan pun yang mengatur bahwa dalam surat penyelidikan harus
mencaniumkan nama ledaporfcalon lersangka, jusleru akan mengherankan
apabila Termohon dalam surat perintah penyelidikannya telah mencantumkan
nama terlapor/calon tersangka sedangkan jelas nyatanya bahwa pelapor vang
melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa dalam pengembangan sistem
informasi desa tlahun  anggaran 2018/2018 tidak menyebulkan siapa
terlapor/calon tersangkanya (wide bukti T-1), hal ini sesuai pula dengan
ketenluan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang mengalur bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidifc untuk mencari dan menemukan sualu peristiva yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapal atau fidaknya dilakukan penyidikan
menurul cara yang diafur dalam undang-undang inl, yang mana dari ketentuan
Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lersebut dapat
disederhanakan bahwa penyelidik hanya bertugas unluk mencari dan
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menemukan bahwa suatu persitiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana atau
bukan.

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum lersebul di alas,
maka Hakim Praperadilan menilai tindakan Termohon menetapkan Pemchon
sebagai lersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan
Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur
dengan mendasarkan pada surat  perntah penyebdikan  nomor P-
01/M.37M18.7/Fd 1/06/2022 adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya
Hakim prapedilan menilai surat perintah  penyelidikan  nomor  P-
01/MN.3MB.T/Fd 1106/2022 adalah sah dan dapal digunakan penyidik untuk
menstapkan Pemohon sebagai tersangka,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-
pertimbangan hukum meangenai penyelidikan tersebut di atas, maka lerhadap
dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak
sah karena Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan
alas diri Pemohon tidak beratasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3. Perdimbangan Hukum Mengenai Dall Pemohon Yang Menyatakan
‘Penetapan Tersangka lerhadap Pemohon tidak cukup bukt”

Menimbang, bahwa Pemochon dalam permohonannya yang termuat
dalam halaman 13 lepatnya pada paragral ke-2 sampal dengan paragral ke-3
pada pokoknya menyatakan bahwa "Bahwa meskipiun keterangan saksi Darius
Norng Boli dan Perlimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebul di
alas, akan telapi lerhadap keterangan saksi serfa perimbangan hukum tersebut
df alas, oleh Yohanes Pehan Gelar dan Yuvinianus Gelang Makink masih
melakukan upaya hukum yakni pada tingkal Kasasi di Mahkamah Agung
Jakarta sebagaimana dalam Akia Pernyalaan Kasasi No 11/Akla Pid-Sus-
TPK2024/PN.Kpg dan Akta No. 12/Akfa Pid-Sus-TPK/2024/PN Kpg. Oleh
karena perkara tersebut di alas, belum mempunyai kekualan hukum yang tetap
maka kedua bukii tersebut di afas yang oleh Termohon difadikan sebagai alat
bukfi untuk menstapakan Pemohon sebagal Tersangka adalah mernipakan
cacat hukum dan tidak sah menurd hukum”,

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang termual dakam
halaman 23 tepatnya pada paragraf ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa
*Termohon sudsh meyakini bahwa datam Proses Penelapan Tersangka
ferhiadap Pemohon Agustinus Payong Boli sudah sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan kepada Pulusan
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Mahkamah Konstilusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUUXI2014, langgal 28
Oktaber 2074, halaman 98 menyatakan “bukti permulaan, bukli permulaan yang
cukup, Dukli yang cukup” sebagaimana yang diteniukan datam Pasal 1 angka
14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah dilafsirkan sekurang-
kurangnya 2 {dua) alal bukti yang termual dalam Pasal 184 KUHAFR dan disertai
dengan pemenksaan Calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang
penelapan Tersangkanya dimunghinkan dilakukan lanpa kehadirannya lersebul
{in absentia), dan berdasarkan Pasal 1 Ayal 14 KUHAP yang menyatakan
Tersangka adalah seorang yang karena perbualarmya alsu keadaannya,
berdasarkan bukli permwlaan patut diduga sebagai pelaku lindak pidana.
Sebagaimana Alal Bukli yang sudah Termohon sampaikan di atas dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Termohon meyakini
bahwa dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon Agustinus Payong Boli
sudah memiliki 4 (empat) bukti permulaan berupa;

7.  Helerangan Saksi;

2. Keferangan AR

3. Suwral

4. Pelunmjuk”

Menimbang, bahwa Pemocohon dalam repliknya yang termuat datam
halaman 3 tepatnya pada angka 1.3 pada pokoknya menyatakan bahwa "Bahwa
pengertian penyidikan berdasarkan Fasal 7 Point 2 KUHAF balhwa. Penyidikan
adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurul cara yang dfalur
datam ULl ini uriuk mencari sera mengumpulkan bukli yang ltevadi dan guna
menemiukan Tersangkanya. Artinya dan pengerfan Penyidikan fersebul o alas
mengandung arli bahwa unfuk menemukan Tersangkanya harus diakukan
pengumpulan bukti yang dilakukan dalam tahapan penyicdikan. Sementra fakia
yaryg lergadi dalam din Pemohon, Termohon kelika menefapkan Pemohon
sebagai Tersangka, Termohon belum melakukan Penyidikan ferhadap din
Femohon. Hal tersebuf dikelahui melalui surat penelapan FPemochon sebagai
Tersangka Pada Tanggal 07 Mai 2024, dimaa panetapan tersebul borsamaan
dengan Surat Perintah Penyidikan dan Swural Pembertahuan Dimulainya
Fenyidikan. Sehingga bagaimana mungkin Termahon bisa memperoleh dua alat
Lukl, sedangkan Penelapan Tersangka pada dif Pemohon oleh Termohon
bersamaan dengan Sural Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitshuan
Bimufainya Penyidikan yakni pada langgal 7 Mei 20247

Menimbang, bahwa Termochon dalam dupliknya yang termuat dalam
halaman 5 lepalnya pada angka 3 pada pokoknya menyatakan babwa
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“Termohon dalam menetapkan Tersangka telah memperoleh Alal Bukli yang
cukup berupa:
g Helerangan Saksi sebanyak 48 fempal pulul delapan}
b. Kelerangan ahli (ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flares Timur)
c. Swvral {Laporan Hasil Audil Penghilungan Kerugian Keuangan Negara atas
Kegialan Pengadaan Sistem Informasi Desa tahun 2018 dan 2019)
d. Pelunjuk (kelerkailan anlara Kelerangan saksi, kelerangan ahii dan Sural®
Menimbang, bahwa untuk menjawab pemmasalahan tersebut, maka
setelah mencemati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan
menefiti bukti-bukti sural yang disjukan oleh masing-masing pihak guna
mendukung dalil-daliinya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Mahkamah Konsfitusi telah menggariskan bahwa
“agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 280 ayal (1) LD 1845 serfa memenutl asas lex cerla dan 5585
lex siricta dalam hukum pidana maka frasa "bukli permulaan”, "bukli permulaan
yang cukup”, dan “bukli yang cukup® sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayal (1) KUHAP harus dilafsirkan sekurang-
kurangnya dua alat bukli yang tevmual dalam Pasal 184 KUHAP dan disertal
dengan pemerksaan calon lersangkanya, kecuall lerhadap findak pidana yvarg
penetapan fersangkanya dimungkinkan dilakukan fanpa kehadirarmya (in
absentia). Arfinya, lerhadap lindak pidana yang penslapan lersangkanya
cimungkinkarn dilakukan lanpa kehadirannys lersebuf, lidak diperiukan
pemeriksaan calon tersangka (vide perfimbangan Hukum Mahkamah Konsiifusi
dafam putusan Nomor 2T/PLULLXI2014)™
Menimbang balwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana mengatur bahwa:
(1) Alal bukli yang sah iafah
kelerangan saksi;
keteratgan ahl,
sural;

oo T o

petunjuk;
g. kaferangan fardakwa,
(2) Hal yang secara wnum sudal dikelahul lidak peru dibuktikan."

Menimbang, bahwa apabila perfimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
dalam putusan Nomor 21/PUU-XI/2014 tersebut di atas dihubungkan dengan
Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas maka
dapal ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapal ditelapkan sebagai tersangka
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apabila penyidik lelah memiliki sekurang-kurangnya 2 {dua) alal bukti berupa 1}
Keterangan Saksi 2) Kelerangan Ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan
Terdakwa, selelah penyidik memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukdi
tersebut harus dikumulasikan dengan kewajiban penyidik untuk memeriksa
calon tersangkanya,

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2016 lenlang Lamangan Peninjasan Kembali Pulusan
Praperadilan mengatur bahwa “Objek Praperadilan adalah:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka,
penyitaan dan penggeledahan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dinentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan™

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan
Praperadilan mengatur bahwa “Pemeriksaan Praperadilan terhadap
permohonan lentang tidak sahnya penelapan lersangka hanya menilai aspex
formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak
memasuki materi perkara”;

Menimbang., bahwa mengenai istilah “bukti® memiliki pengerian yang
lebih luas dari istilah "aiat bukli™ yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Jika kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara cermat,
sanyatanya tidak ada pengaluran mengenai istilah “alat bukf® dalam bab
tentang penyidikan maupun bab tentang penuntutan, istilah “alat bukt® bary
disebutkan dalam bab tertang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, kenyataan
tersebut menurut Hakim Praperaditan menunjukkan bahwa sesungguhnya alat
bukti baru ada di persidangan karena keterangan saksi, keterangan ahili,
maupun keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah yang dinyatakan di
persidangan,

Menimbang, bahwa mengenai istileh  “bukt® menurut Hakim
praperadilan harus juga meliputi pengertian “alat bukti®, "barang bukti®. dan hal-
hal lain yang dapat menjadi tambahan alat bukti untuk meyakinkan hakim, oleh
karenanya Hakim Praperadilan sependapal dengan DY, Witanto dalam
bukunya yang berjudul Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik,
Imaji Cipta Karya, 2018, pada halaman 200, yang mana D.Y. Witanto
mengartikan "bukti permulaan” sebagal dasar untuk menduga adanya tindak
pidana diperoleh dari:
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«  Bukli yang bisa menjadi alal bukt
Keterangan seseorang sebagai saksi;

- aurat-surat yang bisa menunjukan adanya sualu lindak pidana.

- Keadaan-keadaan lenenlu yang bisa menjadi bahan telaahan penyidik
atau penyelidix sehingga bisa menjadi acuan untuk mendapatkan bukti-
bukti konkret misalnya hasil kesimpulan shli yang menyangkut
pemeriksaan sidik jari atau DNA seseorang;

= Bukli berupa benda yang bisa menjadi barang bukti

- Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

— Benda yang dihasilkan dari tindak pidana:

— Benda yang berhubungan langsung dengan kejadian tindax pidana;

- Benda-benda lainnya yang dapat menjadi petunjuk untuk adanya dugaan
telah lerjadi indak pidana,

= Bukti lainnya yang dapat mendukung proses pambuktian antara lain

- Folo tempat kejadian,

- Sidik jari,

- Denah Lokasi;

- File;

Situs internet;

- Web;

—  Email (surat elektronik),

- Akun jgjaring sosial;

— Data-data computer lainnya;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan cleh Pemchon yaitu Dr. Aksi
Sinurat, 5.H., M. Hum., berpendapal bahwa ketika keterangan saksi walau
banyak orang juga tetap disebut satu alat bukti namun ketika ditambah dengan
bukti surat maka sudah fermasuk 2 alat bukti yang kausalitas,

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan tidak sependapat dengan
pendapat Ahli tersebut di atas, karena jika menilik asas unus testis nullus testis
sebagaimana termuat Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang mengatur bahwa “Kelerangan seorang saks saja fidak cukup
unfuk membuktitan bahwa ferdakwa bersalah lerhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya®, senyalanya asas unus lestis nullus testis telah
menggariskan bahwa “keterangan seorang saksi saja” perlu digarisbawahi kata
“seorang saksi’ dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana tersebut, sehingga menurut Hakim Praperadilan bahwa apabila
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"kelerangan seorang saksi” lersebul dikuatkan oleh “keterangan saksi” yang lain
{dengan kata lain ada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian) maka
menurut Hakim Praperadilan kelerangan 2 (dua) orang saksi lersebul lelah
memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perfimbangan
Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Momor 21/PUU-XI1/2014, hal ini
sesuai dengan kelentuan yang dialur dalam Pasal 185 ayal (3) Kilab Undang-
Lindang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa "Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) iidak berlaku apabila diserlai dengan suatu alat bukli
yang saft lalnnya.” yang mana pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana mengatur bahwa alal bukti yang sah ialah 1) Keterangan
Saksi 2) Keterangan Ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) Keterangan Terdakwa, yang
mana dalam Pasal 184 ayal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
tersebut disebutkan dengan legas bahwa Kelerangan Saksi adalah alat bukti
yang sah,

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr Aksi
Sinurat, S.H., M. Hum., juga berpendapat bahwa ketenluan sekurang-kurangnya
2 {dua) alat bukti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan perimbangan Hukum Mahkamah Konstilusi dalam putusan Nomaor
21PUU-XIIF2014 harus dimaknai bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh
penyidik harus dinilal kualilasnya, jangan sampai penyidik mengumpulkan bukli
hanya bersifat kuantitas. sehingga alat bukti itu harus dinilai kualtasnya apakah
ada hubungan kausalilasnya dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang
yang dijadikan tersangka;

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan tidak sependapat dengan
pendapat Ahli tersebut di atas, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Momor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali
Putusan Praperadilan yang mengatur bahwa “Pemeriksaan Praperadilan
terhadap permohionan tenfang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menifai
aspek formil, yaillu apakah ada paling sedildt 2 (dua) alat bukfi yang sah dan
tidak memasuki maten perkara”, maka dalam Perkara praperadilan ini Hakim
Praperadilan hanya akan menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2
(dua) alat bukti yang sah dan tidak akan menilai kualitas alat bukti yang diajukan
oleh Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukli T-22 sampal dengan T-30, T-32
sampai dengan T-69 berupa Berila Acara Pemeriksaan Saksi sejumish 48
{empat puluh enam) saksi termasuk Pemohon diperiksa sebagai saksi, yang
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mana dalam bukli tersebut dengan tegas disebutkan bahwa para Saksi
dipanggll untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara
Pengadaan Sislern Informasi Desa Tahun 2018-2019 di Kabupaten Flores
Tirmur tanpa menyebutkan terlapor/calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukli T-74 dan T-75 berupa Berita
Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Martinus lgo Mado, 5.T., dan Romaldus Lesu
Wungubulen, S H., M.Si.,, CFrA yang dilaksanakan pada hari Senin langgal 17
Juli 2023 yang mana dalam bukti surat fersebul menerangkan bahwa 2 (dua)
orang Ahli tersebut diperiksa dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas
Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores
Tirnur tanpa menyebutkan terlapor/calon tersangka |

Menimbang, bahwa berdasarkan bukfi T-15 berupa surat penetapan
Kelua Pengadilan Negeri Laraniuka Nomor 11/Pen.Pid Sus-SITARZIZ3PN L
tanggal 7 Februari 2023 yang mana dalam bukli surat tersebut menarangkan
bahwa Termohon lelah mendapat persefujuan dari Ketua Pengadilan Negesi
Larantuka untuk menyita bukti surat sejumlah 432 (empat ratus tiga pulub dua)
bukti surat untuk kepentingan penyidikan dalam Perkara dugaan tindak pidana
korupsi dalam pengadaan sistem informasi desa Tahun 2078-2019 di
Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 Laporan Hasil Audit dalam
rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara alas Kegialan/Pengadaan
Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di
Kabupaten Flores Timur Momor (ITDA 1/52ILHAPKN-KDI2022 tanggal 14 Juli
2023 yang mana dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Termchon
telah mendapat Laporan Hasil Auwdit dalam rangka Perhilungan Kerugian
Keuangan Megara atas Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun
Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2018 dari tim auditor dan Inspekiorat
Daerah Kabupaten Flores Timur hal ini dikuatkan oleh Keterangan saksi
Hendrkus Lamapaha yang menerangkan Bahwa saksi pemah dipanggil
termohon karena saksi masuk dalam Tim untuk melakukan perhitungan
kerugian Negara letapi bukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan :

Menimbang, bahwa Pemohon baik dalam Permohonannya maupun
dalam Repliknya menegaskan bahwa Termochon menetapkan lerangka terhadap
Pemohon didasari oleh 2 (dua) alat bukli yang tidak sah berupa putusan
Pengadilan Tindak Fidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam
Perkara nomor 50/Pid Sus-TPK/2023/PN Kpg Atas Nama Terdakwa Yohanes
Pehan Gelar dan Perkara MNo.51/Pid Sus-TPK2023PN Kpg Alas Nama
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Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin;

Menimbang., bahwa apabila bukti T-22 sampai dengan T-30, T-32
sampai dengan T-89, T-74, T-75, T-15, dan T-17, dihubungkan dengan
penstapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti P-1
dan T-81 berupa Sural Penetapan Tersangka Marmaor B-
144N 3.16.7/Fd. 1/0572024 tanggal 7 Mei 2024 yang mana dalam bukti surat
tersebul penyidik menelapkan Pemohon sebagai lersangha dalam Perkara
dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun
2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka dapat disimputkan bahwa
senyatanya Termohon menetapkan tersangka terhadap Pemohon tidak hanya
berdasarkan alat bukti berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Neger Kupang dalam Perkara nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Alas Mama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Perkara No.51/Pid.Sus-
TPKRZ0Z23PMN Kpg Atas Nama Terdakwa Yuvinianus Gelang Maki, melainkan
Termohon juga telah mengumpulkan bukti berupa 46 (empat pulub enam)
keterangan Saksi, 2 {dua) keterangan Ahli, dan 433 (empat ratus tiga puluh tiga)
bukfi sural yang mendasari Termohon untuk menelapkan Pemohon sebagai
Tersangka,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di alas.
maka Hakim Praperadian menilai bahwa tindakan Termohon menetapkan
lersangka lerhadap Pemohon lelah memenuhi syaratl sekurang-kurangnya 2
{dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan
MNomor 21/PUL-XI2014 karena Termohon telah mengumpulkan bukti berupa
46 (empal puluh enam) kelerangan Saksi, 2 (dua) keterangan Ahli, dan 433
{empat ratus tiga puluh tiga) bukf surat, oleh karenanya Hakim prapedilan
menilai  surat  penefapan  tersangka terhadap Pemchon nomor B
144/N.3.16.7/Fd. 1/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 telah sah dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-
pertimbangan hukum mengenai penyelidikan tersebut di atas, maka terhadap
dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah lidak
sah karena tidak cukup bukti tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

4, Perimbangan Hukum Mengenai Dall Pemchon Yang Menyatakan
“penetapan Tersangka atas diri Pemohon merupakan keputusan yang tidak
sah dan dapal dibatalkan sesual dengan kelenluan Pasal 26 ayal (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan”
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemohonannya yang bermuat
dalam halaman 16 tepatnya pada angka 6 dan halaman 17 angka 7 pada
pokoknya menyatakan bahwa “Sefingga apabia sesuai dengan wasan
FPemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana divlas panfang lebar dalam
alasan Permmohonan Praperadian i difakukan tidak menurul kelentuan hukum
yang berlaku, maka seyogyanys menurut Pasal 56 ayal {1) dan ayal (2}
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 lenlang Adminislrasi Pernevintahan
adalah sebagal berkul
«  Kepulusan yang lidak memenuli persyaralan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Kepulusan yang lidak sah”

=  Kepulusan yang ifdak memenuli persyaralan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 52 ayat (1) huruf b dan ¢ merupakan Kepulusan yang batal atau dapaf
dibatalkan

Berdasarkan ulasan mengenal sah dan tidaknya sebuah Keuputusan
apabila dihubungkan dengan lindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon
kepada Pemohon dengan menefapkan Pemohon sebagai fersangka yang
dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim
Pengadifan Negeri Laraniuka yarng mermeriksa dan mengadill perkara A Quo
dapat menjatubkan pulusan bahwa segala yang berhubungan dengan
penetapan lersangka ferhadap Pemohon dapal dinyatakan merupakan
Keputusan yang lidak sah dan dapal dibalalkan menurut hukum.”

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang termuat dalam
halaman 18 tepatnya pada paragraf ke-3 pada pokeknya menyatakan bahwa
“Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstifusi Repubiik
Indonasia Nomor Z5PULRXIVZ016 langgal 25 Janwar 20017 menyalakan
"unsur merugikan keuangan negara Wdak lagl dipahami sebagai parkiraan
(potential ioss) namun harus benar-benar sudah teqgadf atau nyala (aclual foss)
untuk dapal diterapkan dalam tidak pidana korupsi”~ Dengan demikian,
berdasarkan alasan lersebul oi alas, seorang Penyidik dalam menenfukan "bukli
parmilaan”, "bukti permulaan yang cukup”, “bukl yang cukup” sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 27 Ayal (1) KUHAP
dapal dihindan adanya tindakan sewenang-wenang, serfa didukung dengan
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang hilung oleh ARl dan Inspaktorat
Daerah Ksbupaten Flores Timur, terebih lagi daiam menenfukan bukti
permiilaan yvang cukup sefalu dipergunakan unfuk pinfu masuk bagi seorang
Fenyidik dafarm menentukan seseorang sebagal Tersangka”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tidak menanggapi
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jawaban Termohon lersebut di alas,

Menimbang, bahwa Termchon dalam dupliknya yang termuat dalam
halaman & lepalnya pada paragral 2 dan paragral 3 pada pokoknya
menyatakan bahwa "Termohon telah memenuhi segals Prosedur yang berlaku
o instansi Termohon. Sefain ity Termohon dalam mengambil lindakan dan sikap
telah meminta perfimbangan kepada pimpinan dengan melakukan Expose i
Kajaksaan Neged Flores Timur dan Kejaksaan Tinggl Nusa Tenggara Timur,
Sehingga dari alat bukti fersebul, Termohon meneiapkan Pemohon sebagai
lersangka dengan oraian pensiiva alaupun kronologs yvang sudah diyelaskan dr
atas. Maka Replik Pemohon yang menyataken bahwa Pemohon sebagal
Penegak Hukum fefah melakukan findakan yang sewenang-wenang adalah
tidak henar™;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan lersebul, maka
setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan
meneliti  bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak guna
mendukung dali-daliinya, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai benkut:

Menimbang, bahwa jika membaca Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara cermat, maka
dapal disimpulkan bahwa unluk menilai ada atau tidak ada unsur
penyalahgunaan wewsnang yang dilakukan oleh pejabat pemerntahan adalah
mefupakan kewenangan Pengadilan Tala Usaha Negara, hal ini dapat
ditemukan pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa
‘Keputusan dan/alau Tindakan yang difelapkan dan/alau diakukan dengan
melampauw Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (2) hurufl a
dan Pasal 18 ayal (1} serta Keputusan dan/atau Tindakan yang difetapican
dandalay dilakukan secara sewenang-wenang sebagamana dimaksud dalam
Pasal 17 ayaf (2) huruf ¢ dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila lelah diufi dan
ada Pulusan Pengadilan yang berkekualan hukum feltap, yang mana Fasal 1
angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminisirasi Pemenntahan mengalur bahwa “Fengadian adalah Fengadiian
Tata Usaha Negara",

Menimbang, babhwa berdasarkan perimbangan hukum-perlimbangan
hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan
Tindakan Pemohen menyalahi Pasal 17 dan Pasal 18 ayal (2) dan ayal (3) huruf
a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Administrasi Pemerintahan dinyatakan dilolak, karena pemeriksaan mengenai
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ada atau lidak ada unsur penyalzhgunaan wewenang yang dilakukan oleh
pejabat pemerintahan bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa lemyala Pemohon dalam Kesimpulannya
menambahkan hal baru sebagaimana termuat dalam kesimpulannya dalam
halaman 2 lepalnya pada angka 3 yang menyalakan bahwa "Bahwa penyidikan
umum yang dilakukan oleh Termohon adalah penyidikan yang tidak sah, karena
berdasarkan Pulusan Mahkarmah Konstiusi Nomor 130FUU-XI2015 yang
pada infinya dalam hal penyidik felah mulal melakukan penyidikan yang
merupakan lindak pidana, penyidix waib memberdlahukan dan menyerahkan
surat pemberifahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, lerdapor,
korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelaf difkelvarkannya
sural perinfah penyidikan, Namun faktanys dalam penyidikan umum  yang
dilakukan fermohon tidak mencantumkan nama ferapor didalam Sural Perintalh
Penyidikan (SPRINDIK), sehingga dari SPRINDIK tersebut Swral Perintah
Bimulainya Penyidikan (SPOP) nya tidak diberitahukan dan diserahkan kepada
terfapor, hal fersebut jelas berenfangan dengan Pulusan MK dialas sehingga
penyidikan umum merupakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum”,

Menimbang, bahwa terhadap dalil baru tersebut di atas yang
disampaikan okeh Pemohon, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya
sebagai berikut

kKenimbang, bahwa Hakim Praperadiian berpendapal bahwa hukum
acara dalam pemerksaan perkara praperadilan sesunggubnya bercorak
kombinasi hukum acara pidana dan hukum acara perdata, hal tersebul dapal
disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:
= Hal-hal yang dapal mengindikasikan bahwa dalam pemeriksaan perkara

praperadilan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana.

- Jika mencermati kalimat terakhir pada Pasal 82 Ayat (1) KUHAP yang
mengatur "hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau
Pemohon maupun dari pejabal yang berwenang”, maka dapal ditarik
suatu kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan perkara praperadilan
hukum acara yang digunakan adafah hukum acara pidana karena
berdasarkan kalimat terakhir pada Pasal 82 Ayat (1) KUHAP tersebut
para pihak dimintai kelerangannya (diperiksa) oleh hakim melalui proses
tanya jawab seperti dalam pemeriksaan perkara pidana, yang mana hal
lersebul berlainan dengan proses pemeriksaan perkara perdala dimana
para pihak tdak dmintai keterangannya secara lisan, dalam perkara
perdata HakimMajelis Hakim hanya memeriksa perkara berdasarkan apa
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disampaikan aleh para pihak dalam bentuk tertulis,

Ruang lingkup perkara praperadilan berada dalam ruang lingkup perkara
pidana, karena lembaga praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,

= Hal-hal yang dapal mengindikasikan bahwa dalam pemerksaan perkara

praperadilan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bLidak mengatur secara
lengkap mengenai hukum acara praperadilan;

Pemeriksaan perkara praperadilan hampir mirp dengan pemeriksaan
perkara perdata, karena proses perkara praperadilan diawali dengan
jawab [inawab antara Pemohon dan Termohon, kemudian dilanjutkan
dengan pembuktian pihak Pemohon, lalu setelahnya pembuklian pihak
Termohon, selanjutnya pengajuan Kesimpulan olkeh Pemohon  dan
Termohon, dan terakhir hakim praperadilan kemudian menjatuhkan
pulusan,

Dalam pemeriksaan perkara praperadilan Pemohon dan Temmchon yang
aklil membukiikan dalil-daliinga masing-masing, mengajukan bukti-bukfi,
sedangkan Hakim lebih pasif, tidak menentukan bukti-bukti apa saja yang
perlu diajukan, dan akan mempertimbangkan berdasarkan bukbi-bukti
yang digjukan oleh Pemohon dan Termohon;

Materi pemeriksaan yang diajukan dalam perkara praperadilan adalah
menilai sah dan tidaknya suatu perbuatan yang secara substansial mirip
dengan sengketa perdalta;

Permchonan praperadilan adakalanya menyerlakan perminiaan ganti
kerugian akibat tidak sahnya upaya paksa cleh penyidikfpenuntut umum
yang secara substansial mengandung kemiripan dengan perkara
perdata,

Meanimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum — perimbangan

hukum tersebut di atas, maka Hakim praperadilan berpendapat dalam

pemeriksaan perkara praperadilan dapat digunakan hukum acara pidana
sekaligus hukum acara perdata, dalam artian pemeriksaan perkara praperadilan
ini akan mengimplementasikan hukum acara pidana apabila ada ketentuannya
yang diatur secara jelas dalam KUHAP, dan dapat juga mengimplementasikan
hukum acara perdata apabila ada suatu kondisifkeadaan yang temyata tidak
diatur dalarm KUHAP;
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tMenimbang, bahwa pengaturan mengenai praperadilan diatur dalam
Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, ternyata dalam Pasal-Pasal tersebut
lidak mengalur sama sekali mengenai diperbolehkan atau lidaknya perubahan
permohonan. Jika ditinjau secara keseluruhan isi Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, lermyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya
mengatur perubahan sural dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144
KUHAP, Berdasarkan perimbangan lersebul, maka menurut Hakim
Praperadiian ketentuan Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai perubahan
surat dakwaan tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam hukum acara
praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Hakim praperadilan akan mengimplementasikan hukum acara perdata terkait
dengan perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa mengenal perubahan permohonan yang dalam
hukum acara perdata lebih dikenal dengan perubahan gugatan, diatur dalam
Pasal 127 Rv yang mengatur bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau
mengurangi tunlutannya sampal saal perkara diputus, lanpa mengubah atau
menambah pokok gugatan®,

Menimbang, bahwa lerdapal beberapa persyaratan perubahan
permohonan yakni perubahan harus dengan persetujuan Termohon harus
diberikan ruang kepada Termohon untuk membela din serla perubahan
permohonan bukan mengenai maten pokok perkara (M.Yahya Harahap dalam
bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta; Sinar Grafika, 2017,
halaman 101-107},

Menimbang, bahwa perubahan permchonan dalam  perkara
praperadilan menurut Hakim praperadilan  adalah merupakan hak  dari
Pemchon, namun demikian Hakim praperadilan mempunyal kewenangan untuk
menilai perubahan permohenan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima
atau tidak, guna mencegah timbulnya kesewenang-wenangan terhadap
Termohon, mencegah lerhambatnya pemeriksaan perkara, dan tidak
menimbulkan kerugian kepada Termohaon dalam hal penyiapan jawaban dan
pemerikzaan perkara praperadilan ini,

Menimbang, bahwa setelah dicermati, penambahan dalil dalam
kesimpuian yang dilakukan Pemohon adalah benar-benar dalil yang sama sekali
tidak ada dalam permohonannya, terlebih saat persidangan dengan agenda
pembacaan permohonan Hakim Praperadiian lelah menanyakan kepada Kuasa
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Pemohon terkait adakah isi permohonan yang hendak diubah oleh Kuasa
Pemohon, yang mana dalam persidangan tersebut Kuasa Pemohon
menyalakan tidak ada perubahan sama sekali kecuali mengenai perubahan
salah ketik yang telah direnvoi oleh Kuasa Pemohon,

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan meniiai
penambahan dall yang diajukan oleh Pemohon fersebut di atas tidak dapat
dibenarkan, karena penambahan dalil lersebut menimbulkan kerugian kepada
Termohon dalam hal penyiapan jawaban dan pembuktian perkara praperadilan
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-
pertimbangan hukum terkait penambahan dalil permchonan yang diajukan cheh
Pemchon tersebut di atas, maka menurut Hakim praperadilan penambahan dalil
yang diajukan oleh Pemohon dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan
oleh Hakim Praperadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh  pertimbangan  hukum-
pertimbangan hukum tersebut di atas sebagaimana termuat dalam halaman 73
(lujuh puluh tga) sampai dengan halaman 95 (Sembllan puluh lima) Putusan inl,
maka Hakim Praperadilan menolak seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukii lainnya dalam hal ini berupa
bukti surat, keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli, yang tidak reievan dan tidak
bersifat menentukan lerhadap hal-hal yang patul diuji dan yang menjadi pokok
keberatan/persalisihan dalam permohonan perkara praperadilan ini maka
terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan,

Menimbang, cleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak
untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Femchon yang hingga kini ditaksir sebesar Mihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1581
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah
Konsfitusi No.21/PUU-XIIF2014 dan Peraluran Mahkamah Agung Republik
Indenesia Nomor 4 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini;

MENGADILI :
1. Menolak permohonan Praperadilan Pemahon untuk seluruhnysa:
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Nihil,
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



' Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Indra
Septiana 5.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan langgal itu juga oleh Hakim lersebut
dengan dibantu cleh Seprianus Belplay, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti Hakim

‘*-\

Seprighus Belplay Indra Septiana, SH.

Halaman 86 dan 96 Pulusan Praperadilan Nomor 1/21d Prai2024/PN. Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 94
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



